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Pengantar Redaksi 

Berkat rahmat dan berkah Tuhan Yang Mahakuasa, Jurnal Pusdiklat Kesos dapat hadir 
kembali dengan menerbitkan Edisi 22 Bulan November 2023. Edisi ini mempublikasikan 
enam tulisan mengenai sejumlah tema penting berikut: Undang-Undang Pekerja Sosial; 
penerapan keadilan restoratif dalam skema multilayanan; tanggung jawab sosial perusahaan 
(CSR); pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan; efektivitas Pertemuan Peningkatan 
Kemampuan Keluarga (P2K2); dan pengasuhan anak. 

Artikel pembuka ditulis oleh A. Muh. Agil Mahasin yang melakukan analisis terhadap 
Undang-Undang Pekerja Sosial dilihat dari perspektif hukum pembangunan. Hadirnya 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (UU Peksos) sebagai 
pemenuhan kebutuhan hukum dalam bidang pekerjaan sosial mencerminkan komitmen 
Indonesia sebagai negara untuk selalu meningkatkan kesejahteraan sosial, sejalan dengan 
tujuan konstitusi. UU Pekerja Sosial memperlihatkan keinginan dalam membentuk suatu 
praktik pekerjaan sosial yang terselenggara secara profesional dengan Pekerja Sosial sebagai 
aktor utamanya. Namun demikian, terdapat aspek-aspek yang perlu memperoleh penguatan 
khususnya berkaitan dengan skema transisional antara pengaturan lama dengan pengaturan 
baru, sebab dengan adanya UU Pekerja Sosial berimplikasi pada ketentuan terkait dalam 
berbagai peraturan perundang-undangan yang beririsan seperti UU Kesejahteraan Sosial 
yang telah terlebih dahulu mengatur mengenai Pekerja Sosial. 

Artikel berikutnya mengkaji penerapan konsep keadilan restoratif dalam skema 
multilayanan di lingkungan Kementerian Sosial yang disusun oleh Evy Flamboyan 
Minanda. Menurutnya, sejauh ini Kementerian Sosial baru memiliki peraturan terkait 
standar layanan untuk kasus keadilan restoratif bagi Anak Berhadapan dengan Hukum 
(ABH). Sedangkan regulasi yang mengatur pelayanan keadilan restoratif bagi pecandu dan 
korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; korban TPKS; dan 
ketentuan UU 1/2013, masih belum tersedia. Padahal, pengaturan terkait pemberian layanan 
dalam konteks keadilan restoratif sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum 
dalam pemberian layanan. Kepastian hukum tidak hanya dibutuhkan bagi petugas pelaksana, 
lembaga pelaksana, penegak hukum yang menitipkan atau menempatkan, tetapi juga bagi 
penerima layanan. Kepastian hukum merupakan salah satu indikator pelayanan publik yang 
baik yang pada akhirnya dapat meningkatkan pelayanan publik Kementerian Sosial kepada 
masyarakat.  
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Kajian konseptual tentang bagaimana membangun citra positif perusahaan melalui CSR 
ditulis Bambang Tjahjono. CSR merupakan kewajiban mutlak perusahaan sebagai suatu 
bentuk tanggung jawab sosial perusahaan berupa kepedulian dan perhatian pada komunitas 
sekitar. Pandangan perusahaan terhadap kewajiban tersebut berbeda-beda. Mulai dari 
anggapan sekadar basa-basi atau suatu keterpaksaan, hanya untuk pemenuhan kewajiban, 
hingga pelaksanaan berdasarkan asas kesukarelaan. Bentuk-bentuk CSR yang dapat 
dilakukan oleh perusahaan dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan yang 
penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat penerima CSR. CSR 
sangatlah penting, mengingat perusahaan berdiri di tengah-tengah masyarakat. Konsep ini 
memandaang bahwa perusahaan sebaiknya tidak hanya memburu keuntungan (profit), tetapi 
juga harus memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people), dan ikut aktif dalam 
menjaga kelestarian lingkungan. CSR akan sangat mempengaruhi citra perusahaan jika 
dapat terwujud dengan baik dan sesuai tujuan. Peran CSR sangat besar bagi 
perusahaan, selain berperan penting dalam pembentukkan citra positif perusahaan, CSR juga 
menjadi wujud kepedulian perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada 
para publiknya, masyarakat dan melestarikan lingkungan sekitar, serta bentuk investasi bagi 
perusahaan. Investasi bagi perusahaan dapat berupa jaminan keberlanjutan operasi 
perusahaan dan pembentukan citra positif perusahaan.  

Hasil penelitian lapangan yang dilakukan Muhtar dan Achmadi Jayaputera adalah artikel 
keempat pada edisi ini yang menunjukkan bagaimana CSR diterapkan oleh korporasi. Studi 
kasus penerapan CSR pada PT Solusi Bangun Andalas Aceh Besar bertujuan 
mendeskripsikan bagaimana mereka melakukan pemberdayaan bagi masyarakat sekitar 
perusahaan. Penelitian keduanya menunjukkan bahwa PT SBA melakukan pengembangan 
sumberdaya manusia, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan kesehatan ibu dan 
anak, dan mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam pencegahan virus Covid-19. PT 
SBA juga memberikan bantuan langsung untuk kegiatan sosial keagamaan. Berdasarkan 
sejumlah temuan tersebut, mereka merekomendasikan agar Pemerintah Pusat melakukan 
sosialisasi kebijakan tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap para pihak secara lebih 
intens. Tidak itu saja, Pemerintah Daerah juga harus meningkatkan sinergi dan kolaborasi 
antar pemangku kepentingan yang ada di wilayahnya. 

Artikel kelima yang disusun Agina Naomi juga merupakan hasil penelitian lapangan yang 
mengkaji efektivitas P2K2 dikaitkan dengan upaya peningkatan kesejahteraan dan 
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mencerdaskan masyarakat. Dengan mengambil studi kasus di Kota Batu, Jawa Timur, 
Naomi mengangkat bukti upaya perlindungan sosial yang dilakukan pemerintah. 
Perlindungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang dijalankan untuk 
mengentaskan kemiskinan, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Upaya perlindungan sosial dilaksanakan salah satunya melalui Program Keluarga 
Harapan (PKH) yang tidak hanya berfokus pada pemberian bantuan uang, namun juga upaya 
peningkatan pengetahuan dan kapasitas masyarakat terkait pentingnya pendidikan, 
kesehatan, pengelolaan keuangan, dan pemberian layanan kepada lansia dan penyandang 
disabilitas melalui kegiatan P2K2. P2K2 sebagai ciri khas yang membedakan PKH dengan 
bantuan sosial menunjukan bahwa mayoritas KPM PKH yang melakukan P2K2 telah paham 
dan juga mengimplementasikan materi pada modul-modul P2K2 dalam kehidupan sehari-
hari mereka. Dari hasil tersebut, menunjukan bahwa P2K2 sudah berhasil berkontribusi 
dalam perubahan perilaku masyarakat khususnya KPM PKH. Perubahan perilaku yang 
berubah ke arah yang lebih positif nantinya diharapkan dapat mengubah kualitas hidup KPM 
PKH menjadi lebih baik lagi.  
 
Peran keluarga dalam upaya pengasuhan anak menjadi artikel penutup yang ditulis oleh Diah 
Mardiah. Orang tua harus mengambil peran dalam pengasuhan anak dan berkewajiban untuk 
membimbing atau melindungi anak. Peran orang tua dalam mengasuh anak tampak dalam 
mendidik, merawat, melindungi, dan mengarahkan anak dalam setiap tahap perkembangan 
untuk masa berikutnya. Mengasuh anak merupakan pekerjaan utama orang tua. Orang tua 
merupakan cerminan yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluarga. Oleh 
karena itu, pengasuhan anak merupakan serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan 
oleh orang tua. Jika pengasuhan anak dalam keluarga belum bisa dipenuhi secara baik dan 
benar, maka akan memunculkan masalah dan konflik, baik di dalam diri anak itu sendiri 
maupun antara anak dengan orang tuanya, maupun terhadap lingkungannya.Peran keluarga 
secara optimal dalam mengasuh anak juga secara tidak langsung menyiapkan calon-calon 
pemimpin bangsa masa depan yang akan membawa bangsa ini kepada bangsa yang 
bermartabat dan bermoral. 
 
Semoga keenam artikel yang tersaji pada edisi 22 (2023) ini dapat menambah khazanah 
pengetahuan para pembaca. Selamat menikmati. 
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Abstrak  
 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (UU Peksos) mencerminkan 
komitmen Indonesia sebagai negara pengurus dalam meningkatkan kesejahteraan sosial, 
sejalan dengan tujuan konstitusi. Kehadiran UU Peksos memberikan pengakuan atas peran 
penting pekerja sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Meskipun demikian, 
pasca empat tahun berlalu, beberapa aspek ketentuan Undang-Undang belum tercapai 
dengan optimal. Dimensi ini menjadi sebuah kajian menarik, terutama dalam konteks hukum 
Pembangunan yang menjadikan instrumen hukum sebagai sarana pencapaian tujuan. 
Penelitian akan mengeksplorasi aspek politik hukum dan analisis terhadap ketentuan teknis 
pada UU Peksos dalam perspektif teori hukum pembangunan, dengan harapan mampu 
mengoptimalkan pelaksanaan UU Peksos sesuai dengan tujuan pembentukannya. 
 
Kata Kunci: Kementerian Sosial, kemiskinan ekstrem, nol persen 
 
 

Abstract 
 

Presidential Instruction Number 4 of 2022 on accelerating the elimination of extreme 
poverty is evidence of the government's seriousness to overcome extreme poverty problems 
in the Indonesia from Sabang to Merauke. Through this instruction, it is expected that the 
extreme poverty rate in Indonesia in 2024 will be 0 (zero) percent. The elimination of 
extreme poverty will be difficult to realize if it is only imposed on one particular institution 
or ministry. We need mutual cooperation and synergy between Central and local 
government institutions. The Ministry of Social Affairs as the leading sector in handling 
social problems, especially poverty certainly has a great duty and responsibility to raise the 
standard of living of families or individuals who experience extreme poverty. The authority 
given to the Ministry of Social Affairs for the elimination of extreme poverty are: 1) updating 
the Integrated Social Welfare Data through verification and validation as the basic data and 
the main source of determining beneficiaries; 2) distributing social assistance and social 
empowerment to targets according to the results of the assessment; 3) manage data on the 
distribution of social assistance and the condition of beneficiaries. 
 
Keywords: Ministry of Social Affairs, extreme poverty, zero percent 
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A. PENDAHULUAN 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 

2019 tentang Pekerja Sosial (UU Peksos) 
secara implisit dapat dilihat sebagai bagian 
baru yang menegaskan komitmen negara 
sebagai sebuah negara pengurus (Asriana et 
al., 2018). Sebagaimana diketahui Negara 
Indonesia dibentuk dengan capaian kese-
jahteraan sosial sebagai salah satu bagian 
dari tujuan negara. Hal ini bisa diidentifi-
kasi dengan adanya rumusan ‘memajukan 
kesejahteraan umum’ pada alinea IV 
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945. 

Sebagai negara yang mengemban 
tugas kesejahteraan atau populer dengan 
term welfare state, negara wajib untuk 
memproduksi kebijakan/melakukan aktivi-
tas pemerintahan yang mampu menghasil-
kan kebahagiaan terhadap sebesar-besarnya 
bilangan masyarakat, seperti yang didalil-
kan Jeremy Bentham (Arifin, 2019). Impli-
kasi konsep dimaksud membawa dua hal, 
pertama negara berkewajiban untuk mema-
jukan kesejahteraan secara umum bagi 
seluruh warga negara. Selain itu, negara 
juga wajib hadir dalam situasi warga negara 
yang tertinggal derajat kesejahteraan sosial-
nya akibat tertimpa permasalahan sosial. 
Inilah dimensi penyelenggaraan kesejahte-
raan sosial. 

Sehubungan dengan urgensi kebijak-
an afirmatif tersebut, pemerintah melalui 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Kesejahteraan Sosial (UU Kesos) 

telah mengatur kebijakan yang diperuntuk-
kan untuk menangani berbagai permasalah-
an sosial warga negara. Jika mencermati 
klausul konsiderannya, tergambar kepen-
tingan mendasar dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial, yakni perwujudan 
kehidupan yang layak dan bermartabat bagi 
warga negara.  

Dalam konteks ini, peran pekerja 
sosial sangat esensial terhadap efektivitas 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Hal 
ini disebabkan eratnya kaitan antara penye-
lenggaran kesejahteraan sosial dengan 
praktik pekerjaan sosial. Apabila pendekat-
an penyelenggaraan kesejahteraan sosial 
mengacu pada peningkatan taraf hidup, 
maka praktik pekerjaan sosial berfokus 
pada peningkatan keberfungsian sosial. 
Pekerjaan sosial merupakan aktivitas profe-
sional yang dilakukan untuk menolong 
individu, kelompok, atau komunitas, yang 
bertujuan untuk meningkatkan atau memu-
lihkan keberfungsian sosial dan mencipta-
kan kondisi sosial yang memungkinkan 
tercapainya tujuan mereka (Zastrow, 1982). 
Inilah titik penting kehadiran Pekerja 
Sosial. 

Konstruksi hukum di atas menjadi 
ratio legis lahirnya UU Peksos. Dengan 
diundangkannya UU Peksos, diharapkan 
praktik pekerjaan sosial akan mampu 
menyokong efektivitas penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial. Selain itu, UU dimak-
sud diharapkan mampu menjadikan praktik 
pekerjaan sosial dapat dilaksanakan secara 
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profesional, terencana, terpadu, berkualitas, 
dan berkesinambungan.  

Meskipun demikian, pasca 4 (empat) 
tahun diundangkannya UU Peksos, belum 
terdapat kemajuan signifikan terhadap ca-
paian efektivitas penyelenggaraan kesejah-
teraan sosial. Terdapat beberapa faktor 
yang diasumsikan menjadi penyebab. Ditin-
jau dari aspek struktur pelaksanaan UU 
dimaksud, beberapa pranata yang diamanat-
kan oleh UU Peksos belum terbentuk, 
seperti penyelenggaraan pendidikan profesi 
pekerja sosial dan uji kompetensi pekerja 
sosial sehingga prosedur yang diatur dalam 
UU a quo belum dapat dilaksanakan secara 
optimal. 

Selain itu aspek sinkronisasi peratur-
an perundang-undangan menjadi persoalan 
berikutnya, pemilihan term ‘Undang-
Undang Pekerja Sosial’ menyisakan sejum-
lah problematika terutama berkaitan dengan 
struktur sumber daya manusia kesejahtera-
an sosial (SDM Kesos) seperti relasi 
kewenangan antara Pekerja Sosial dengan 
SDM Kesos lainnya misalnya Tenaga 
Kesejahteraan Sosial, Relawan Sosial, dan 
Penyuluh Sosial. Apakah relasi tersebut 
bersifat subordinat atau koordinatif dalam 
urusan praktik pekerjaan sosial. Belum 
terdapat kejelasan dalam pengaturannya. 

Beberapa hambatan tersebut menjadi 
sebuah analisis menarik untuk diteliti, 
terutama ketika memahami UU Peksos, 
dalam konteks ini merupakan sebuah aturan 
hukum yang bersifat progresif sekaligus 

responsif. UU inilah yang secara formal 
menjadikan Pekerja Sosial diakui menjadi 
sebuah profesi dan secara otomatis menja-
dikan praktik pekerjaan sosial sebagai 
sebuah bidang profesi khusus yang harus 
ditangani oleh tenaga profesional tertentu. 
Hal yang akan menjadi fokus pembahasan 
dalam konteks penelitian ini ialah terkait 
dengan politik hukum yang dicanangkan 
dalam UU ini serta lebih lanjut analisis 
yuridis UU Peksos dalam perspektif teori 
hukum pembangunan. 

 
B. URGENSI PENGATURAN PEKER-
JA SOSIAL 
1. Kesejahteraan dan Penanganan Masa-
lah Sosial 

Penggunaan terminologi kesejahtera-
an sosial secara konsep memiliki beberapa 
variasi pengertian. Konteks pertama, seba-
gaimana banyak ditemukan dalam termino-
logi negara maju, kesejahteraan sosial 
diidentikkan dengan pemberian jaminan 
sosial maupun bantuan sosial yang ditu-
jukan kepada kelompok orang yang terkate-
gorikan sebagai kelompok yang kurang 
beruntung (Husna, 2014) Dalam pengertian 
ini, kesejahteraan sosial dimaknai sebagai 
pelayanan sosial. 

Di samping konsep tersebut, varian 
lainnya dari konsepsi kesejahteraan sosial 
ialah penggunaannya untuk menekankan 
pada aspek kondisi atau tujuan. Konsep ini 
dianut di Indonesia dalam berbagai regulasi 
yang mengatur mengenai kesejahteraan 
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sosial. Sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Kesejahteraan Sosial, dinyatakan 
secara eksplisit bahwa kesejahteraan sosial 
merupakan kondisi terpenuhinya tiga 
kebutuhan dasar yakni kebutuhan material, 
kebutuhan spiritual, dan kebutuhan sosial 
warga negara agar dapat hidup layak dan 
mampu mengembangkan diri, sehingga 
dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 

Kedua perspektif dimaksud meski-
pun memiliki titik fokus yang berbeda, 
tetapi sebetulnya menekankan pada subs-
tansi yang identik, yakni identifikasi terha-
dap eksistensi permasalahan sosial sebagai 
penghambat individu atau masyarakat 
dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. 
Berakar dari hal tersebut, konsep Kesejah-
teraan Sosial muncul sebagai upaya agar 
kelompok yang kurang beruntung dapat 
terpenuhi kebutuhan hidupnya. 

Midgley sebagaimana dikutip oleh 
Husna, menjelaskan perspektif dimaksud 
dengan runut, yakni kesejahteraan sosial 
sebagai suatu kondisi harus memenuhi 3 
(tiga) persyaratan penting, yakni: 1) kondisi 
ketika masalah sosial mampu dikelola, 2) 
kondisi terpenuhinya kebutuhan, 3) kondisi 
dimana peluang sosial bisa diakses secara 
optimal (Husna, 2014). Konsepsi Midgley 
ini setidaknya menjadi deskripsi terang, 
bahwa kesejahteraan sosial secara konsep-
tual merupakan konsep yang terbentuk 
untuk merespon permasalahan sosial 
sebagai realitas yang membelenggu 
kelompok yang kurang beruntung. 

Salah satu produk hukum yang 
paling awal dan dikenal sangat monumental 
dalam pelaksanaan konsep kesejahteraan 
sosial ini adalah Elizabethan Poor Law yang 
diterbitkan oleh Kerajaan Inggris pada 
tahun 1601. (Adi, 2005). Undang-Undang 
ini mengatur mengenai penanganan 
kemiskinan di pemerintahan Inggris, 
dengan sebuah pembagian skema intervensi 
terhadap kelompok fakir miskin di Inggris. 
Dengan demikian, hal ini menunjukkan 
bahwa paradigma kesejahteraan sosial sejak 
awal memang telah identik dengan 
penanganan permasalahan sosial yang 
disandang oleh warga negara. 
 
2. Formalisasi Hukum Praktik Pekerja-
an Sosial 

Pemahaman akan relasi kesejahtera-
an sosial dan permasalahan sosial secara 
konseptual berujung pada munculnya 
kebutuhan akan eksistensi praktik 
pekerjaan sosial. Hal ini didasarkan pada 
fakta bahwa permasalahan sosial 
merupakan sesuatu yang bersifat tidak 
sederhana dan tidak bersifat tunggal. 
Sebuah permasalahan sosial selalu 
merupakan problem yang kompleks, yang 
mana pendekatan dalam penanganannya 
pun harus bersifat sistemik (Santoso et al., 
2020). Pada titik itulah, kehadiran profesi 
pekerjaan sosial sangat diperlukan dalam 
meningkatkan efektivitas penanganan per-
masalahan sosial. 
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 Profesi pekerjaan sosial merupakan 
profesi yang bertujuan untuk memberikan 
pertolongan terhadap individu atau 
kelompok yang mengalami permasalahan 
sosial/keberfungsian sosial. Lebih lanjut the 
International Federation of Social Worker 
(IFSW) juga menyatakan bahwa profesi 
pekerjaan sosial memberikan dampak 
terhadap perubahan sosial, pemecahan 
masalah dalam relasi antarmanusia serta 
memberdayakan dan membebaskan orang 
untuk meningkatkan kesejahteraan.(Huda, 
2009). 

Di Indonesia, sebelum diterbitkannya 
Undang-Undang tentang Pekerja Sosial, 
seluruh dimensi penanganan permasalahan 
sosial hanya mengacu pada UU Kesos. 
Maka jika dibedah secara konstruksi 
pengaturan, UU Kesejahteraan Sosial me-
muat dimensi capaian (goals) kesejahteraan 
sosial, dimensi permasalahan sosial, dimen-
si pilar penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial, dimensi sumber daya penyelenggara 
kesejahteraan sosial dan dimensi sarana 
prasarana penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial. Ini sebuah konstruksi hukum yang 
komprehensif namun belum cukup spesifik. 
Dimana belum terdapat aturan/regulasi 
khusus yang mengatur mengenai praktik 
pekerjaan sosial yang seharusnya mengatur 
lebih rigid mengenai subjek profesi, 
kompetensi profesi, pendekatan praktik 
profesional, dan berbagai aspek yang lebih 
rinci terkait profesi pekerjaan sosial. 

Implikasi yang dirasakan di lapangan 
adalah, secara kuantitas, jumlah Pekerja 
Sosial tidak sebanding dengan rasio jumlah 
Pemerlu Pelayanan Kesejahteran Sosial 
(PPKS). Secara kualitas, ditemukan banyak 
Pekerja Sosial yang secara kompetensi keil-
muan tidak berlatar belakang pendidikan 
yang relevan dan hanya berdasarkan peng-
alaman berpraktik semata. Selain itu, terda-
pat pula isu perlindungan hukum terhadap 
praktik pekerjaan sosial, di antaranya du-
kungan finansial yang dinilai tidak ideal 
mengingat beban pekerjaan Pekerja Sosial 
yang tidak ringan, perlindungan dalam kon-
teks adanya fenomena malpraktik, dan per-
lindungan terhadap eksistensi pekerja sosial 
Indonesia apalagi dengan banyaknya peker-
ja sosial asing yang berpraktik di Indonesia. 

Pada titik ini, formalisasi terhadap 
kebijakan profesi pekerjaan sosial menemu-
kan momentumnya. Meningkatnya kom-
pleksitas permasalahan sosial di Indonesia 
dan belum optimalnya pelaksanaan praktik 
pekerjaan sosial sesuai yang diatur dalam 
UU Kesejahteraan Sosial, mengantar pada 
sebuah proses legislasi untuk memformali-
sasi praktik pekerjaan sosial sebagai sebuah 
bidang layanan profesional tertentu yang 
dimuat dalam Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. 
 
3.Hukum sebagai Sarana Pembangunan 

Berangkat dari kerangka tersebut, 
UU Pekerja Sosial dapat dilihat secara 
fungsional sebagai aturan hukum yang 
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diproyeksikan sebagai sarana pembangun-
an. Kategorisasi ini dilakukan untuk me-
nunjukkan bahwa terdapat konteks hukum 
tertentu yang terkandung dan hendak dica-
pai dalam penyusunan UU Pekerja Sosial.   

Teori hukum pembangunan dikemu-
kakan dan dipopulerkan oleh Mochtar 
Kusumaatmaja, yang mana teori ini mence-
tuskan tentang fungsionalisasi hukum yang 
tidak saja bekerja untuk menghadirkan as-
pek ketertiban (aspek konservatif) akan 
tetapi juga diharapkan mampu untuk men-
dorong proses perubahan sosial agar terca-
painya tujuan tertentu yang dikehen-
daki.(Aulia, 2019)  

Konsepsi hukum dalam konteks 
pembangunan ini setidaknya menjadi 
sebuah poros pemikiran yang relevan dalam 
konteks UU Pekerja Sosial. Mengingat 
kronologis pembentukan UU Pekerja Sosial 
berangkat dari kenyataan empirik akan 
kompleksnya permasalahan sosial yang 
terjadi di Indonesia, kondisi tidak ideal 
dalam praktik pekerjaan sosial, perlindung-
an hukum terhadap Pekerja Sosial, dan 
capaian kesejahteraan sosial yang belum 
optimal. Dalam konteks ini, UU Pekerja 
Sosial diorientasikan untuk mampu mendo-
rong perubahan dalam skema penyelengga-
raan kesejahteraan sosial. 

Dalam teori hukum pembangunan, 
karena ide hukum bergerak pada dimensi 
pencapaian pembangunan, aspek pembaru-
an hukum menjadi sebuah bagian yang 
tidak terpisahkan. Teori hukum pemba-

ngunan memberikan penekanan dalam area 
tersebut, dimana mekanisme pembaruan 
hukum memberikan kesempatan kepada 
pembentuk peraturan untuk mengkreasikan 
arah pembangunan yang hendak dicapai. 
Dalam perspektif ini, pembaruan hukum 
dimaknai terutama dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan, sehingga 
secara otomatis aktor utama dalam proses 
pembaruan hukum merupakan aktor yang 
berperan penting dalam proses pemben-
tukan peraturan perundang-undangan. 

 
C. IMPLIKASI HUKUM DALAM 
PENGATURAN UU PEKERJA SOSIAL 
1. Tantangan pada Produk Legislasi 
Pembangunan 

Dalam meninjau sebuah aturan yang 
eksis, terlebih dahulu perlu diketahui bahwa 
sebuah kaidah hukum memiliki dua aspek 
yang memiliki fungsi sama krusialnya, 
yakni aspek validitas dan aspek efektivitas. 
Kedua aspek ini menjalankan peran penting 
dalam menjadikan sebuah norma hukum 
mampu mengemban fungsi utamanya yaitu 
menciptakan ketaatan terhadap objek 
normanya. Hans Kelsen menekankan 
hubungan timbal balik kedua aspek di atas 
dengan mengingatkan bahwa tidak ada 
hukum yang dapat berlaku di masyarakat 
sebelum ia valid dan sebaliknya keberla-
kuan sebuah hukum menjadi syarat yang 
mutlak bagi hukum yang valid. (Fuady, 
2013). 
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Argumen dari Hans Kelsen membe-
rikan pemahaman bahwa keterkaitan antara 
aspek validitas dan efektivitas menjadi 
bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah 
aturan hukum. Tidak akan ada hukum yang 
bisa dikatakan efektif apabila secara 
validitas, aturan tersebut bermasalah. Seba-
liknya norma hukum dapat kehilangan vali-
ditasnya apabila ketika ia diterapkan ternya-
ta tidak dapat dilaksanakan atau tidak ditaati 
oleh masyarakat secara luas (Fuady, 2013) 

Adapun dalam teori hukum pemba-
ngunan, terdapat beberapa pandangan kritis 
dalam melihat aspek hukum dalam konteks 
ini. Hal ini muncul sebagai refleksi atas 
kenyataan bahwa hukum dalam konteks ini 
lebih dominan pada aspek ‘formalitas’ 
semata yang terwujud dalam produk 
legislasi (Aulia, 2019). Terdapat kesenjang-
an yang lebar antara norma yang hendak 
dicapai dengan praktik yang terjadi di 
lapangan. Disini mulai terdapat skeptisism, 
yang menganggap bahwa hukum dalam 
konteks ini sekedar hanya mengejar aspek 
kepastian hukum semata tanpa mempertim-
bangkan apakah norma dimaksud mampu 
applicable untuk diterapkan di lapangan. 

Menjawab fenomena tersebut, pakar 
hukum pembangunan kontemporer seperti 
Jan Michiel Otto, merumuskan beberapa 
upaya untuk menjadikan produk legislasi 
mampu mendukung upaya pembangunan, 
dengan elemen fundamental sebagai ber-
ikut: 

a. Kemampuan pembentuk legislasi 
dalam memberikan rumusan yang 
jelas (clear), terjangkau dan dapat 
dipahami (accesible) serta masuk 
akal (realistic); 

b. Kemampuan administrasi pemerin-
tahan dalam menjalankan dan 
menaati legislasi tersebut dan 
mendorong masyarakat untuk turut 
menaati legislasi yang telah dibuat; 

c. Bahwa masyarakat secara umum 
menerima dan memandang legislasi 
sebagai produk yang memuat prinsip 
berkeadilan; 

d. Bahwa setiap sengketa terkait dengan 
implementasi legislasi dimaksud 
diperiksa oleh hakim yang indepen-
den dan imparsial; 

e. Bahwa putusan hakim demikian 
secara nyata dapat dipatuhi 
(Arnscheidt et al., 2008). 
 

2. Kepastian Hukum dan Mekanisme 
Transisional Profesi Pekerja Sosial  

Sebagai sebuah produk legislasi, 
memahami UU Pekerja Sosial tidak dapat 
dilepaskan dari politik hukum yang 
membentuknya. Istilah politik hukum 
sendiri secara akademik memiliki banyak 
perspektif. Akan tetapi, dalam konteks ini, 
politik hukum akan digunakan dalam 
pengertiannya untuk memahami arah dan 
tujuan sebuah kebijakan legislasi dibentuk. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto 
Raharjo, bahwa politik hukum merupakan 
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sebuah aktivitas memilih dan instrumen 
yang digunakan untuk mencapai tujuan 
sosial dan hukum tertentu.(Raharjo, 1991). 

 
3. Kepastian Hukum dan Mekanisme 
Transisional Profesi Pekerja Sosial  

Sebagai sebuah produk legislasi, 
memahami UU Pekerja Sosial tidak dapat 
dilepaskan dari politik hukum yang 
membentuknya. Istilah politik hukum 
sendiri secara akademik memiliki banyak 
perspektif. Akan tetapi, dalam konteks ini, 
politik hukum akan digunakan dalam 
pengertiannya untuk memahami arah dan 
tujuan sebuah kebijakan legislasi dibentuk. 
Sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto 
Raharjo, bahwa politik hukum merupakan 
sebuah aktivitas memilih dan instrumen 
yang digunakan untuk mencapai tujuan 
sosial dan hukum tertentu.(Raharjo, 1991).  

Secara umum dapat dilihat bahwa 
pengaturan yang terdapat dalam UU 
Pekerja Sosial mencakup beberapa aspek 
penting yang menjadi fokus utama 
permasalahan dalam isu profesi pekerjaan 
sosial. Akan tetapi aspek yang paling utama 
dalam UU Pekerja Sosial adalah formalisasi 
status Pekerja Sosial sebagai sebuah 
profesi. Pekerja Sosial dalam UU a quo 
dinyatakan sebagai seseorang yang memi-
liki pengetahuan, keterampilan, dan nilai 
praktik pekerjaan sosial serta telah 
mendapatkan sertifikat kompetensi.  

Dari perspektif ini terlihat bahwa 
salah satu politik hukum yang hendak 

dicapai melalui regulasi a quo ialah eksis-
tensi Pekerja Sosial sebagai sebuah profesi. 
Jika ditelisik dalam argumen yang terdapat 
dalam Naskah Akademik, kebutuhan terha-
dap profesi Pekerja Sosial sangat krusial 
mengingat pentingnya praktik pekerjaan 
sosial harus dilaksanakan secara profesi-
onal. Menjadikan Pekerja Sosial sebagai 
sebuah profesi diharapkan menjadi sarana 
untuk menghasilkan subjek-subjek kompe-
ten dalam pelaksanaan praktik pekerjaan 
sosial. Hal itu menegaskan kepastian hu-
kum yang hendak diberlakukan dalam 
konteks UU Pekerja Sosial. 

Meskipun demikian ada implikasi 
hukum yang terbit. Menyatakan Pekerja 
Sosial sebagai sebuah profesi dalam UU 
terbaru, mengakibatkan dampak hukum 
terhadap eksistensi Pekerja Sosial yang 
diatur pada UU sebelumnya. Disini terdapat 
konsekuensi yuridis untuk mengatur meka-
nisme transisional antara Pekerja Sosial 
versi UU sebelumnya menuju Pekerja 
Sosial yang diatur dalam UU baru. Dalam 
hal ini ini telah diatur beberapa ketentuan 
transisional pada Bab XI Ketentuan 
Peralihan. 

Dalam pengaturan Bab tersebut, ter-
dapat beberapa aspek yang menarik untuk 
dicermati, khususnya apabila hendak dikaji 
aspek posibilitas pelaksanaannya berdasar-
kan teori hukum pembangunan. Sebuah 
prinsip penting dalam setiap produk legis-
lasi hukum pembangunan, adalah bahwa 
pembentuk legislasi wajib memberikan 
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rumusan yang jelas (clear), terjangkau dan 
dapat dipahami (accesible) serta masuk akal 
(realistic).(Arnscheidt et al., 2008) Konteks 
ini hendak memastikan bahwa setiap 
rumusan yang ditetapkan oleh pembentuk, 
telah didasarkan pada kajian yang utuh akan 
kedayagunaan norma itu sendiri untuk 
dapat diterapkan dan dapat dilaksanakan. 

Variabel dimaksud sedikitnya mene-
mui tantangan dalam konteks UU Pekerja 
Sosial. Pertama, bahwa dalam mekanisme 
transisional yang diatur dalam UU Pekerja 
Sosial menggunakan pendekatan transi-
tional provisions yang memuat ketentuan 
temporer dengan mencantumkan secara 
terang mengenai urutan dan waktu transisi 
normany (Alston & Ginsburg, 2017). 
Ketentuan ini bisa ditemukan seperti dalam 
pengaturan batas waktu maksimal pekerja 
sosial profesional yang belum mengikuti 
Uji Kompetensi untuk melakukan pela-
yanan sosial yaitu paling lama 5 (lima) 
tahun setelah diundangkannya UU a quo. 

Ketentuan lain yang menggunakan 
pendekatan batas waktu terdapat pada 
pelaksanaan Uji Kompetensi yang diama-
natkan agar harus terselenggara paling lama 
3 tahun sejak diundangkannya UU a quo. 
Begitu pula terkait dengan penyelenggaraan 
pendidikan profesi yang diamanatkan untuk 
terselenggara paling lama 5 tahun sejak 
pengundangan UU a quo. 

Beberapa ketentuan transisional di-
maksud ternyata menimbulkan problema-
tika. Satu sisi, ketentuan batas waktu 

digunakan untuk mendorong pelaksanaan 
ketentuan UU, akan tetapi di sisi lain 
ketentuan batas waktu dapat menjadi faktor 
penghambat UU itu sendiri. Faktanya, 
hampir setelah 4 tahun UU a quo 
diundangkan belum terdapat perkembangan 
signifikan terhadap ketentuan transisional 
dimaksud. Penyiapan berbagai sarana 
teknis dalam penyelenggaraan ketentuan-
ketentuan dimaksud menjadi faktor yang 
menyebabkan tidak mudahnya memenuhi 
ketentuan syarat batas waktu sebagaimana 
ditentukan dalam UU. 

Pelanggaran dalam ketentuan batas 
waktu dalam konteks UU a quo 
menimbulkan resiko hukum yang tidak 
sedikit. Apabila sampai jangka waktu 
tertentu Uji Kompetensi dan Pendidikan 
Profesi Pekerjaan Sosial tidak terselengga-
ra, maka pekerja sosial profesional (subjek 
dalam versi UU lama) akan kehilangan 
justifikasinya dalam melaksanakan pela-
yanan sosial. Hal ini disebabkan sesuai 
ketentuan peralihan, mereka hanya memi-
liki batas waktu paling lama 5 tahun dalam 
melaksanakan kewenangan mereka. Dalam 
konteks ini akan timbul situasi kekosongan 
hukum baru, dimana pranata UU baru 
belum tersedia sementara validitas hukum 
mereka berdasarkan UU lama juga dibatasi 
dengan jangka waktu tertentu. 

Di sisi lain, tidak terdapat ketentuan 
eksepsional untuk mengantisipasi kondisi 
kekosongan hukum dimaksud. Beberapa 
contoh ketentuan yang bersifat eksepsional 
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itu dapat ditemukan semisal dalam UU 
Pembentukan Peraturan Perundang-un-
dangan, yang memuat ketentuan “pada saat 
pembentukan kementerian atau lembaga 
yang menyelenggarakan urusan pemerin-
tahan di bidang pembentukan peraturan 
perundang-undangan belum terbentuk, 
tugas dan fungsi pembentukan peraturan 
perundang-undangan tetap dilaksanakan 
oleh menteri yang menyelenggarakan urus-
an pemerintahan di bidang hukum”. Dalam 
UU Peksos, tiada ketentuan alternatif yang 
dikreasikan untuk mengantisipasi kegagal-
an dalam pemenuhan batas waktu. 

 
D. PENUTUP 

Kebutuhan hukum yang secara nyata 
ditemukan dalam bidang pekerjaan sosial 
telah meniscayakan hadirnya sebuah aturan 
khusus yang mampu merespon berbagai 
permasalahan yang timbul di lapangan. 
Hadirnya UU Pekerja Sosial dalam konteks 
ini dapat dilihat sebagai tanggung jawab 
negara dalam upaya mewujudkan kesejah-
teraan sosial sebagaimana telah diamanat-
kan dalam UU Kesejahteraan Sosial. 

Konstruksi hukum yang diatur dalam 
UU Pekerja Sosial memperlihatkan kei-
nginan dalam membentuk suatu praktik 
pekerjaan sosial yang terselenggara secara 
profesional dengan Pekerja Sosial sebagai 
aktor utamanya. Berbagai pranata penting 
untuk menciptakan hal tersebut secara 
eksplisit diatur dalam UU a quo, seperti 
pelaksanaan pendidikan profesi, uji 

kompetensi, pemberian surat tanda regis-
trasi (STR) dan pengaturan izin praktik. 
Seluruh elemen pengaturan ini dimak-
sudkan untuk mengejar hadirnya praktik 
pekerjaan sosial yang profesional untuk 
mendukung tercapainya kondisi kesejah-
teraan sosial. 

Namun demikian, sebagaimana hal-
nya beberapa produk legislasi yang memuat 
ketentuan berorientasi pembangunan, terda-
pat aspek-aspek yang perlu memperoleh 
penguatan. Hal ini khususnya berkaitan 
dengan skema transisional antara penga-
turan lama dengan pengaturan baru, sebab 
dengan adanya UU Pekerja Sosial berimpli-
kasi pada ketentuan terkait dalam berbagai 
peraturan perundang-undangan yang beri-
risan seperti UU Kesejahteraan Sosial yang 
telah terlebih dahulu mengatur mengenai 
Pekerja Sosial. 

Meskipun secara politik hukum arah 
dan jangkauan peraturan ini menginginkan 
kondisi baru yang ideal, perlu dipertim-
bangkan dengan seksama sehubungan de-
ngan kemampuan dalam penyediaan pra-
nata-pranata hukum yang baru. Hal ini 
tercermin dari belum terdapatnya kemajuan 
signifikan terhadap pembentukan pendidik-
an profesi pekerja sosial yang menurut UU 
Pekerja Sosial sudah harus terbentuk 5 
tahun sejak UU a quo diundangkan. Dalam 
perspektif teori hukum pembangunan, 
hukum tidak hanya bekerja dalam konteks 
normatifnya semata akan tetapi perlu 
mempertimbangkan kedayagunaan norma 



JURNAL PUSDIKLAT KESOS │ NOVEMBER 2023 │ EDISI 22    107 

dimaksud demi tercapainya sasaran pemba-
ngunan yang hendak dicapai.   
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Abstrak  
 

Kementerian Sosial sebagai kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang 
sosial mendapatkan amanat  untuk menerapkan restorative justice (keadilan restoratif) 
dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 
11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.  Paska dilakukannya reformasi 
kelembagaan di Kementerian Sosial dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 110 
Tahun 2021 tentang Kementerian Sosial disusul dengan penetapan peraturan 
pelaksanaannya terutama unit pelayanan teknis dengan menggunakan skema multilayanan, 
sejauh mana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang 
sosial sesuai dengan salah satu tujuan reformasi birokrasi yaitu meningkatkan pelayanan 
publik kepada masyarakat. 

 
Kata kunci: Keadilan restoratif, multilayanan, keadilan 

 
Abstract 

 
The Ministry of Social Affairs as the ministry that organizes government in the social sector 
is mandated to implement restorative justice in Law Number 35 of 2009 concerning 
Narcotics, Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System, and 
Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence.  After the implementation of 
institutional reforms in the Ministry of Social Affairs with the enactment of Presidential 
Regulation Number 110 of 2021 concerning the Ministry of Social Affairs, followed by the 
stipulation of implementing regulations, especially technical service units using 
multiservice schemes, the extent to which it can improve the quality and quantity of services 
in the social sector in accordance with one of the objectives of bureaucratic reform, namely 
improving public services to the community. 
 

Keywords: Restorative justice, multiservice, justice 
 
 

A. PENDAHULUAN 
Dalam pidato pertama setelah pelan-

tikan periode 2019-2024 pada tanggal 20 

Oktober 2019, Presiden Joko Widodo 
menyatakan, “Penyederhanaan birokrasi 
harus terus kita lakukan besar-besaran. 
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Investasi untuk penciptaan lapangan kerja 
harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang 
harus dipotong. Birokrasi yang panjang 
harus kita pangkas. Eselon I, eselon II, 
eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? 
Saya akan minta untuk disederhanakan 
menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan 
fungsional yang menghargai keahlian, 
menghargai kompetensi." Kemudian beliau 
melanjutkan, Agar kita bisa merespon 
perubahan dunia dengan cepat. Tugas kita 
bukan hanya membuat dan melaksanakan 
kebijakan, tetapi tugas kita adalah membuat 
masyarakat menikmati pelayanan, menik-
mati hasil pembangunan.” 

Selain itu Presiden juga menyam-
paikan konsep omnibus law, di mana akan 
dilakukan penyederhanaan kendala regulasi 
yang saat ini berbelit dan panjang khusus-
nya di bidang lapangan kerja dengan 
mengesahkan Undang-Undang tentang la-
pangan kerja dan bidang pemberdayaan 
usaha masyarakat kecil menengah dengan 
mengesahkan Undang-Undang tentang 
Pemberdayaan Usaha Masyarakat Kecil 
Menengah. Kedua undang-undang tersebut 
dikatakan akan menjadi omnibus law yang 
akan mencabut atau merevisi beberapa 
undang-undang. 

Jauh sebelum konsep omnibus law 
dicetuskan, permasalahan tumpang tindih 
peraturan antara kementerian, lembaga, 
atau pemerintahan daerah sudah dirasakan 
Pemerintah sejak tahun 2010 dengan 
ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 

81 Tahun 2010 tentang Grand Design 
Reformasi Birokrasi 2010-2025, dimana 
dalam Lampiran Peraturan Presiden 
tersebut dinyatakan: 

 
Reformasi birokrasi berkaitan de-
ngan ribuan proses tumpang tindih 
(overlapping) antar fungsi-fungsi pe-
merintahan, melibatkan jutaan pega-
wai, dan memerlukan anggaran yang 
tidak sedikit. Selain itu, reformasi 
birokrasi pun perlu menata ulang 
proses birokrasi dari tingkat (level) 
tertinggi hingga terendah dan 
melakukan terobosan baru (innova-
tion breakthrough) dengan langkah-
langkah bertahap, konkret, realistis, 
sungguh-sungguh, berfikir di luar 
kebiasaan/rutinitas yang ada (out of 
the box thinking), perubahan paradig-
ma (a new paradigm shift), dan 
dengan upaya luar biasa (business not 
as usual). Oleh karena itu, reformasi 
birokrasi nasional perlu merevisi dan 
membangun berbagai regulasi, me-
modernkan berbagai kebijakan dan 
praktik manajemen pemerintah pusat 
dan daerah, dan menyesuaikan tugas 
fungsi instansi pemerintah dengan 
paradigma dan peran baru. Upaya 
tersebut membutuhkan suatu grand 
design dan road map reformasi 
birokrasi yang mengikuti dinamika 
perubahan penyelenggaraan peme-
rintahan sehingga menjadi suatu 
living document. 

 
Menindaklanjuti pidato Presiden, 

Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan 
reformasi kelembagaan dengan mengini-
siasi Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 
2021 tentang Kementerian Sosial (Perpres 
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110/2021) disusul dengan penetapan 
peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan 
Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Sosial (Permensos 1/2022), 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balas Besar Pendidikan dan Pelatihan 
Kesejahteraan Sosial (Permensos 2/2022), 
Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan 
Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial 
(Permensos 3/2012), dan Peraturan Menteri 
Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik 
Kesejahteraan Sosial Bandung (Permensos 
6/2022), dan Keputusan Menteri Sosial 
Nomor 221/HUK/2022 tentang Sentra 
Layanan Sosial pada Balai Besar 
Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan 
Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial 
Bandung, dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, 
dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan 
Sosial (Kepmensos 221/2022). Penetapan 
naskah hukum tersebut menggunakan 
skema multi layanan di setiap unit layanan 
teknis.  

Kementerian Sosial sebagai kemen-
terian yang menyelenggarakan pemerintah-
an di bidang sosial mendapatkan amanat  
untuk menerapkan restorative justice (kea-
dilan restoratif) dalam Undang-Undang 
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 
(UU 35/2009), Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak (UU 11/2012), dan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang 
Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU 
12/2022). Paska dilakukannya reformasi 
kelembagaan di Kementerian Sosial dengan 
ditetapkannya Perpres 110/2021 disusul 
dengan penetapan peraturan pelaksanaan-
nya terutama unit pelayanan teknis dengan 
menggunakan skema multi layanan, sejauh 
mana hal tersebut dapat meningkatkan 
kualitas dan kuantitas pelayanan di bidang 
sosial sesuai dengan salah satu tujuan 
reformasi birokrasi yaitu meningkatkan 
pelayanan publik kepada masyarakat. 

Berdasarkan hal tersebut, penulis 
akan menganalisis beberapa permasalahan 
sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Kementerian Sosi-
al dalam keadilan restoratif berdasar-
kan ketentuan peraturan perundang-
undangan? 

2. Bagaimana implementasi penerapan 
keadilan restoratif dalam skema 
multilayanan? 
Mengacu pada identifikasi masalah 

sebagaimana diuraikan di atas, pendekatan 
yang penulis gunakan adalah desain 
penelitian kualitaif dengan metode socio-
legal yang akan menafsirkan fenomena 
yang terjadi dengan mengaitkannya dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
Menurut Noeng Muhadjir, penelitian yang 
menggunakan pendekatan kualitatif  maka 
peneliti merupakan instumen penelitian itu 
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sendiri. Artinya keberhasilan dalam 
pengumpulan data banyak ditentukan oleh 
kemampuan peneliti menghayati situasi 
sosial yang dijadikan fokus penelitian 
(Muhadjir, 1998, p. 104). Menurut Komara, 
pola berpikir penelitian kualitatif adalah 
induktif. Pendekatan induktif adalah 
menangkap, mengamati dan mengobservasi 
dari suatu fakta dari fenomena yang 
dikumpulkan untuk kemduian diamati, 
diklarifikasi, dan disusun secara sistematis 
kemudian dibuat generalisasi sebagai 
kesimpulannya (Komara, 2011, p.76). 
Adapun literatur  yang  digunakan  memiliki 
keterkaitan erat dengan penelitian yang 
dilakukan berasal dari buku, jurnal,  
maupun hasil  penelitian  lain  yang  
dipublikasikan.  

 
B. KEADILAN RESTORATIF DALAM 
SKEMA REHABILITASI 

Menurut Liebmann, keadilan 
restoratif sebagai suatu sistem hukum yang 
bertujuan untuk mengembalikan kesejahte-
raan korban, pelaku, dan masyarakat yang 
rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah 
pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih 
lanjut. Adapun prinsip dasar keadilan 
restoratif sebagai berikut: (1) memprio-
ritaskan dukungan dan penyembuhan 
korban; (2) pelaku pelanggaran bertang-
gung jawab atas apa yang mereka lakukan; 
(3) dialog antara korban dengan pelaku 
untuk mencapai pemahaman; (4) bertujuan 
untuk meletakkan secara benar kerugian 

yang ditimbulkan; (5) pelaku harus memi-
liki kesadaran tentang bagaimana cara 
menghindari kejahatan di masa depan; dan 
(5) masyarakat sepatutnya ikut serta mem-
berikan peran membantu dalam menginteg-
rasikan dua belah pihak baik korban 
maupun pelaku (Liebmann, 2007, p. 25). 

Tindak pidana dalam keadilan resto-
ratif merupakan pelanggaran terhadap ma-
nusia dan relasi antar manusia. Keadilan 
restoratif dapat dilaksanakan melalui medi-
asi korban dengan pelanggar, musyawarah 
kelompok keluarga dan pelayanan di 
masyarakat yang bersifat pemulihan baik 
bagi korban maupun pelaku. Bagaimana 
penerapan prinsip keadilan restoratif di  
suatu negara tergantung pada sistem hukum 
apa yang dianut oleh suatu negara. Tradisi 
keadilan restoratif pada dasarnya sudah 
dilaksanakan oleh bangsa Arab kuno yang 
kemudian direpresentasikan dengan hukum 
Islam, bangsa Yunani dan Romawi, Hindu 
India, Budha kuno, Tao, dan tradisi 
Konfusianisme (John Braithwaite, 2002, p. 
3). Jika dalam sistem hukum itu tidak 
menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan 
penerapan keadilan restoratif tersebut. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip 
restorative justice merupakan pilihan dalam 
mendesain sistem hukum suatu negara. 
Walaupun suatu negara tidak menganutnya, 
akan tetapi tidak menutup kemungkinan 
untuk diterapkan prinsip keadilan restoratif 
tersebut guna memberikan keadilan, 
kepastian, dan kemanfaatan hukum. 
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Di Indonesia konsep keadilan 
restoratif sudah lama dipraktikkan dalam 
hukum adat antara lain penyelesaiaa tindak 
pidana pencurian anak berbasis hukum 
Islam dan hukum adat di Aceh dan tradisi 
carok di Madura. Keadilan restoratif diang-
gap lebih dapat menyelesaikan konflik yang 
muncul di masyarakat dan memberikan 
kepuasan pada pihak yang berkonflik. Ide 
keadilan restoratif merupakan kritik atas 
penerapan sistem peradilan pidana dengan 
pemenjaraan yang dianggap tidak efektif 
menyelesaikan konflik sosial.  

Konsep keadilan restoratif dalam 
pengertian ini adalah pendekatan penyele-
saian pidana yang melibatkan para pihak 
baik korban, pelaku, atau pihak yang 
terkait, untuk tujuan pemulihan (restore). 
Visi pelaksanaan restorative justice, yaitu 
“tercapainya keseimbangan sosial masya-
rakat seperti sebelum terjadinya kejahatan 
dengan melibatkan korban, pelaku, atau 
pihak lain yang terdampak.”  

Dalam konteks hukum Islam, pene-
rapan keadilan restoratif sudah dilaksana-
kan dalam konteks hukum pidana Islam 
(fiqh jinayah) di mana pidana qishas 
(penganiyaan fisik atau pembunuhan yang 
pelakunya dihukum dengan pembalasan), 
dapat dikesampingkan apabila korban atau 
keluarga memaafkan dan menuntut ganti 
rugi (diyat), bahkan korban juga dapat 
memutuskan untuk mengampuni atau 
memaafkan pelaku. dalam Berlaku adil 
sangat terkait dengan hak dan kewajiban. 

Hak yang dimiliki oleh seseorang, termasuk 
hak asasi, wajib diperlakukan secara adil. 
Hak dan kewajiban terkait pula dengan 
amanah, sementara amanah harus ditetap-
kan secara adil tanpa dibarengi rasa 
kebencian, dan sifat negatif lainnya. 
Doktrin yang dikembangkan dalam penye-
lesaian perkara adalah musyawarah, 
perdamaian, dan kepedulian terhadap 
korban atau keluarga korban.  

Hukum pidana Islam dengan hukum 
pidana Indonesia (dipengaruhi sistem 
hukum kontinental) memiliki beberapa 
perbedaan dalam menerapkan keadilan 
restoratif. Dalam hukum pidana Islam, 
keadilan restoratif dapat diterapkan dalam 
kasus penganiayaan berat dan ringan. 
Tergantung kesepakatan kedua belah pihak 
dan orang-orang yang berkepentingan 
dalam memutuskan perkara. Hukum pidana 
Islam juga tidak mensyaratkan usia yang 
dimiliki oleh pelaku dalam melakukan 
tindak pidana. Semua pelaku penganiayaan 
ringan atau berat, baik dewasa ataupun anak 
bisa diberikan keadilan restoratif. Hal 
tersebut berbeda dengan hukum pidana 
Indonesia yang tidak memberikan peluang 
dalam tindak pidana pada pembunuhan, 
tindak pidana keamanan negara, dan tindak 
pidana korupsi.  

John Rawls menyatakan bahwa perlu 
adanya keseimbangan antara kepentingan 
pribadi dengan kepentingan bersama. 
Bagaimana ukuran dari keseimbangan itu 
diberikan, itulah keadilan. Selanjutnya 
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disebutkan prinsip-prinsip keadilan dipilih 
di balik tabir ketidaktahuan. Hal ini untuk 
memastikan bahwa tidak ada yang diun-
tungkan dalam memilih prinsip-prinsip 
tersebut. Karena semua berada pada posisi 
yang sama dan tidak ada yang mampu 
merancang prinsip-prinsip untuk mendu-
kung kondisi khususnya, prinsip keadilan 
adalah hasil dari kesepakatan yang adil 
(John Rawls, 2003, p 11).  

Menurut penulis, konsep keadilan 
restoratif dalam konsteks rehabilitasi khu-
susnya rehabilitasi sosial sudah mulai 
diterapakan dengan ditetapkannya Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang 
Narkotika (UU 35/2009), Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Sitem 
Peradilan Pidana Anak (UU 12/2011), dan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 
tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual 
(UU 12/2022).  Pengertian dan konsep dari 
rehabilitasi sosial dalam UU 35/2009, UU 
12/2011, UU 12/2022, dan UU 1/2023 
merupakan konsep yang diambil dalam 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Kesejahteraan Sosial (UU 
11/2009).  

Dengan disahkannya Undang-Un-
dang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana (UU 
1/2023). Menurut Wakil Menteri Hukum 
dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej, 
paska disahkannya UU 1/2023, UU tersebut 
menjadi simbol peralihan sistem pidana 
klasik menuju sistem pidana modern 

dengan mengadopsi keadilan kolektif, res-
toratif, dan rehabilitatif. Adapun ketentuan 
rehabilitasi terdapat dalam Pasal 103 
Bagian Kedua mengenai Pidana dan 
Tindakan Bab III mengenai Pemidanaan, 
Pidana, dan Tindakan: 
 
Pasal 103 

(1) Tindakan yang dapat dikenakan 
bersama-sama dengan pidana pokok 
berupa:  
a. konseling;  
b. rehabilitasi;  
c. pelatihan kerja;  
d. perawatan di lembaga; dan/ 

atau  
e. perbaikan akibat Tindak Pida-

na.  
(2) Tindakan yang dapat dikenakan 

kepada Setiap Orang sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 
39 berupa:  
a. rehabilitasi;  
b. penyerahan kepada seseorang;  
c. perawatan di lembaga;  
d. penyerahan kepada pemerintah; 

dan/atau  
e. perawatan di rumah sakit jiwa. 

(3)  Jenis, jangka waktu, tempat, dan/ 
atau pelaksanaan tindakan sebagai-
mana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) ditetapkan dalam putusan 
pengadilan. 
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Pasal 105 
(1) Tindakan rehabilitasi dikenakan 

kepada terdakwa yang:  
a. kecanduan alkohol, narkotika, 

psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya; dan/ atau  

b. menyandang disabilitas mental 
dan/atau disabilitas intelektual. 

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) terdiri atas:  
a. rehabilitasi medis;  
b. rehabilitasi sosial; dan  
c. rehabilitasi psikososial. 

 
Dalam penjelasan Pasal 103 ayat (1) 

huruf b dinyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan "rehabilitasi" antara lain, rehabi-
litasi medis atau rehabilitasi sosial sebagai 
proses pemulihan secara terpadu, baik fisik, 
mental maupun sosial, agar yang bersang-
kutan dapat kembali melaksanakan fungsi 
sosial yang positif dan konstruktif dalam 
rangka mengembalikannya untuk menjadi 
warga negara yang baik dan berguna. Yang 
dimaksud dengan "lembaga" dalam Pasal 
103 ayat (1) huruf d adalah lembaga yang 
menyelenggarakan urusan di bidang kese-
jahteraan sosial, baik pemerintah maupun 
swasta. 

Adapun penjelasan kata “rehabili-
tasi” dalam ayat (2) huruf a adalah proses 
pelayanan yang diberikan kepada seseorang 
yang mengalami disabilitas, baik sejak lahir 
maupun tidak sejak lahir untuk mengem-
balikan dan mempertahankan fungsi serta 

mengembangkan kemandirian, sehingga 
dapat beraktivitas dan berpartisipasi penuh 
dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan 
penjelasan kata “seseorang” dalam ayat (2) 
huruf b adalah pihak keluarga yang mampu 
merawat atau pihak lain yang memiliki 
kepedulian dan mampu untuk merawat 
yang bersangkutan. 

Friedmen menyatakan bahwa sistem 
adalah sebuah unit yang beroperasi dengan 
batas-batas tertentu. Sistem bisa bersifat 
mekanis, organis, atau sosial. (Lawrence M. 
Friedman, 2009, p.6). Adapun komponen 
sistem hukum yaitu substansi hukum, 
struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam 
konteks keadilan restoratif sebagai substan-
si hukum, sudah dijadikan sebagai sebuah 
struktur hukum melalui UU dan kelemba-
gaan, dan kemudian dibudayakan melalui 
sosialisasi dan penegakan hukum dalam 
pelaksanaannya. 

Sejak UU 35/2009 ditetapkan dan 
dilanjutkan dengan penetapan Peraturan 
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang 
Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narko-
tika (PP 25/2011) dan UU 12/2011 terkait 
pengaturan anak berhadapan dengan hu-
kum, maka pelaksanaan restoratif dilaksa-
nakan dalam konteks kelembagaan melalui 
UPT Kementerian Sosial, UPT pemerintah 
daerah, dan lembaga kesejahteraan sosial 
(lembaga penyelenggaraan kesejahteraan 
sosial, yang selanjutnya disingkat LPKS 
dan institusi penerima wajib lapor, yang 
selanjutnya disingkat IPWL) serta sumber 
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daya manusia (SDM) penyelenggaraan ke-
sejahteraan sosial khususnya pekerja sosial 
dan pendamping sosial rehabilitasi sosial.  

Kebijakan rehabilitasi sosial saat ini 
dilakukan melalui pelaksanaan asistensi 
rehabilitasi sosial (ATENSI) yang bertu-
juan mewujudkan keberfungsian sosial. 
Definisi keberfungsian sosial berdasarkan 
Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (UU 
14/2019) adalah: “Suatu kondisi yang me-
mungkinkan individu, keluarga, kelompok, 
dan masyarakat mampu memenuhi kebu-
tuhan dan hak dasarnya, melaksanakan 
tugas dan peranan sosialnya, serta meng-
atasi masalah dalam kehidupannya.” Men-
cermati Pasal 7 ayat (2) UU 11/2009 juncto 
PP 39/2012 disebutkan bahwa rehabilitasi 
sosial dapat dilaksanakan secara persuasif, 
motivatif, koersif, baik dalam keluarga, 
masyarakat, maupun panti sosial. 

Dalam ATENSI, program rehabili-
tasi sosial terdiri atas layanan langsung dan 
layanan tidak langsung yang dilakukan oleh 
UPT Kementerian Sosial. Layanan tidak 
langsung dilaksanakan melalui peningkatan 
kampanye sosial melalui kampanye pence-
gahan, publikasi, sosialisasi, edukasi, dan 
perluasan informasi rehabilitas sosial di 
seluruh sektor masyarakat; bimbingan tek-
nis kompetensi bagi pengelola dan pendam-
ping rehabilitasi sosial; refleksi kebijakan; 
supervisi, monitoring dan evaluasi, serta 
pelaporan; perumusan pedoman umum dan 
pedoman operasional; rapat koordinasi 

teknis; dan advokasi sosial. Adapun layan-
an langsung dilakukan dalam bentuk du-
kungan pemenuhan kebutuhan hidup layak; 
perawatan sosial dan/atau pengasuhan 
anak; dukungan keluarga; terapi fisik, terapi 
psikososial, dan terapi mental spiritual; 
pelatihan vokasional dan/atau pembinaan 
kewirausahaan; bantuan sosial dan asistensi 
sosial; dan dukungan aksesibilitas. 

 
C. REFORMASI KELEMBAGAAN 
DALAM SKEMA MULTILAYANAN 
1. Umum 

Perubahan adalah sebuah keniscaya-
an dan hal tersebut juga berlaku untuk 
organisasi. Hanya mereka yang mau 
berubah dan memperbaiki dirilah yang akan 
beradaptasi dan bersaing, bertahan dan 
berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Kemen-
terian Sosial juga melakukan reformasi 
kelembagaan melalui penetapan Perpres 
110/2021, Permensos 1/2022, dan 
Permensos 3/2022.  

Charles Handy, dalam bukunya The 
Empty Raincoat: Making Sense of The 
Future, menggambarkan sebuah kurva yang 
menyerupai huruf S. Kurva ini adalah 
tentang keberadaan sebuah organisasi, 
mulai dari awal berdirinya, pertumbuhan-
nya sampai dengan kemundurannya yang 
tentunya terkait dengan perubahan-
perubahan yang terjadi di lingkungan 
eksternalnya. Seiring dengan perubahan 
lingkungan eksternal organisasi yang makin 
cepat dan tidak pasti, maka variabel waktu 
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(time) siklus kurva tersebut semakin 
memendek di mana pertumbuhan, perkem-
bangan sampai dengan kemunduran dari 
sebuah organisasi terjadi dalam waktu yang 
menjadi lebih cepat (Budi, 2021, p.5-6). 

Menurut Charles Handy, apabila 
organisasi tidak melakukan perubahan 
sebagai respon dari perubahan lingkungan 
eksternalnya, maka ada kemungkinan 
organisasi tersebut menjadi organisasi yang 
tidak efektif dan relevan lagi bagi ling-
kungannya dan akan mendorong organisasi 
pada fase kepunahannya. Merujuk yang 
pernah terjadi di Kementerian Sosial, di 
mana Kementerian Sosial sebagai sebuah 
organisasi harus dapat menjawab tantangan 
eksternal tersebut dengan berani melakukan 
perubahan agar dapat terjaga eksistensinya 
karena dibutuhkan oleh masyarakat. Lebih 
lanjut Charles Handy menulis bahwa hanya 
dengan berubahlah maka organisasi mela-
kukan siklus baru yang memungkinkan 
sebuah organisasi tetap tumbuh, berkem-
bang, dan mencapai kembali eksistensinya. 

Organisasi adalah unit sosial yang 
dikoordinasikan secara sadar, terdiri dari 
sekelompok orang, yang bekerja sama 
untuk mencapai tujuan bersama secara 
relatif terus menerus. Perusahaan manufak-
tur dan jasa adalah organisasi, demikian 
pula sekolah, rumah sakit, gereja, unit 
militer, toko ritel, departemen kepolisian, 
organisasi sukarelawan, perusahaan baru, 
lembaga pemerintah lokal, provinsi dan 
federal (Robbins, 2013).  

Reformasi menurut Kamus Besar 
Bahasa Indonesia adalah perubahan secara 
drastis untuk perbaikan (bidang sosial, 
politik, atau agama) dalam suatu masya-
rakat atau negara. Adapun definisi organi-
sasi adalah kesatuan (susunan dan sebagai-
nya) yang terdiri atas bagian-bagian (orang 
dan sebagainya) dalam perkumpulan dan 
sebagainya untuk tujuan tertentu; kelompok 
kerja sama antara orang-orang yang 
diadakan untuk mencapai tujuan bersama; 
dan strategi yang dimanfaatkan dalam 
upaya memperbesar kinerja memori (Pusat 
Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 
2007). Mengutip Hodge, perubahan organi-
sasi dapat membawa tantangan baru, pasar 
baru dan teknologi baru, tetapi juga dapat 
menjadi sumber ketidakstabilan, ketidak-
pastian dan tidak dapat diprediksi. 
(Tjahjorini, 2023). 

Reformasi kelembagaan tersebut 
menurut Menteri Sosial Tri Rismaharini, 
dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksa-
naan layanan oleh unit pelaksana teknis di 
dapatkan hasil bahwa pemberian layanan 
oleh UPT bersifat spesialis, layanan terba-
tas, jangkauan masyarakat terbatas karena 
masalah geografis serta sebagian PPKS 
tidak terpenuhi pelayanan yang dibutuhkan 
sesuai haknya, satu tempat UPT untuk satu 
jenis layanan, pelibatan multiprofesi terba-
tas, dan SDM pendamping sosial berda-
sarkan kluster. Sehingga diperlukan kebi-
jakan yang memberikan multilayanan dan 
bersifat integratif dengan program pemerin-
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tah lainnya baik internal Kementerian Sosi-
al maupun eksternal.  

 
2. Penataan Peraturan Perundang-
Undangan dan Naskah Hukum Turun-
annya 

Penataan peraturan perundang-
undangan dalam konteks reformasi hukum 
dilakukan dengan menerapkan prinsip 
omnibus serta deregulasi peraturan. Adapun 
pendekatan yang dilakukan dalam melaksa-
nakan penataan peraturan perundang-
undangan dengan melakukan inventarisasi 
peraturan yang sudah ditetapkan kemente-
rian, lembaga, dan pemerintah daerah dan 
kemudian melakukan pemetaan terhadap 
peraturan yang tidak harmonisasi serta 
melakukan pencabutan terhadap peraturan 
yang sudah tidak mempunyai daya laku atau  
tidak harmonis. 

Adapun pendekatan yang dilakukan 
dalam melaksanakan penataan peraturan 
perundang-undangan dengan melakukan 
inventarisasi peraturan yang sudah ditetap-
kan kementerian, lembaga, dan pemerintah 
daerah dan kemudian melakukan pemetaan 
terhadap peraturan yang tidak harmonisasi 
serta melakukan pencabutan terhadap 
peraturan yang sudah tidak mempunyai 
daya laku atau  tidak harmonis.  

Pasal 6 ayat (1) PP 39/2012 menya-
takan bahwa rehabilitasi Sosial ditujukan 
kepada seseorang yang mengalami kondisi 
kemiskinan, ketelantaran, kedisabilitasan, 
keterpencilan, ketunaan sosial dan penyim-

pangan perilaku, serta yang memerlukan 
perlindungan khusus yang meliputi penyan-
dang disabilitas fisik, penyandang disabi-
litas mental, penyandang disabilitas fisik 
dan mental, tuna susila, gelandangan, 
pengemis, eks penderita penyakit kronis, 
eks narapidana, eks pencandu narkotika, 
eks psikotik, pengguna psikotropika 
sindroma ketergantungan, orang dengan 
human immunodeficiency virus/ acquired 
immuno deficiency syndrome, korban 
tindak kekerasan, korban bencana, korban 
perdagangan orang, anak terlantar, dan anak 
dengan kebutuhan khusus. 

Dengan adanya kompleksitas perma-
salahan PPKS, Kementerian Sosial melaku-
kan terobosan layanan melalui program 
ATENSI untuk menyelenggarakan pelayan-
an rehabilitasi sosial secara terarah, terpadu, 
dan berkelanjutan bersama-sama dengan 
pemerintah daerah dan masyarakat. Kemen-
terian Sosial melalui Ditjen Rehsos  dituntut 
untuk lebih mampu mendayagunakan UPT-
nya sebagai sumber terakhir (the last resort) 
pelayanan rehabilitasi sosial dan lebih 
mengedepankan fungsi sebagai model, 
koordinator, dan pusat dukungan bagi 
pemerintah daerah dan masyarakat dalam 
melaksanakan pelayanan rehabilitasi sosial 
dengan berpegang pada prinsip-prinsip 
pekerjaan sosial. Program ATENSI diha-
rapkan dapat menjawab semua kebutuhan 
penanganan PPKS. Namun, apabila kita 
melihat materi muatan dari ATENSI, tidak 
mengatur pedoman penanganan keadilan 
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restoratif khususnya prosedur ketika PPKS 
dititipkan dalam proses hukum. Sehingga 
penulis menganggap perlu pengaturan khu-
sus terkait dengan penanganan PPKS dalam 
proses keadilan restoratif. 

Dasar hukum Program ATENSI 
adalah Peraturan Menteri Sosial Nomo 16 
Tahun 2020 (Permensos 16/2020) di mana 
Permensos ini mencabut 12 Peraturan 
Menteri Sosial sebagai berikut: 

a. Keputusan Menteri Sosial Nomor 
30/HUK/1996 tentang Rehabilitasi 
Gelandangan dan Pengemis di da-
lam Panti Sosial;  

b. Keputusan Menteri Sosial Nomor 
20/HUK/1999 tentang Rehabilitasi 
Sosial Bekas Penyandang Masalah 
Tuna Susila;  

c. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 
Tahun 2012 tentang Pedoman Pela-
yanan Sosial Lanjut Usia;  

d. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 
Tahun 2012 tentang Standar 
Rehabilitasi Sosial Penyandang Dis-
abilitas oleh Lembaga di Bidang 
Kesejahteraan Sosial;  

e. Peraturan Menteri Sosial Nomor 12 
Tahun 2013 tentang Program Asis-
tensi Sosial Lanjut Usia Terlantar;  

f. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 
Tahun 2013 tentang Asistensi Sosial 
melalui Lembaga Kesejahteraan So-
sial Lanjut Usia;  

g. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 
Tahun 2014 tentang Pedoman Reha-

bilitasi Sosial Pecandu Narkotika 
dan Korban Penyalahgunaan Narko-
tika yang Berhadapan dengan Hu-
kum di dalam Lembaga Rehabilitasi 
Sosial;  

h. Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 
Tahun 2015 tentang Pelayanan Sosi-
al bagi Anak Penyandang Disabi-
litas;  

i. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 
Tahun 2017 tentang Standar Nasi-
onal Rehabilitasi Sosial bagi Pecan-
du dan Korban Penyalahgunaan 
Narkotika, Psikotropika, dan Zat 
Adiktif Lainnya;  

j. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 
Tahun 2018 tentang Standar Nasi-
onal Rehabilitas Sosial Lanjut Usia;  

k. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 
Tahun 2018 tentang Standar Nasi-
onal Rehabilitasi Sosial Orang de-
ngan Human Immunodeficiency 
Virus/Acquired Immuno Deficiency 
Syndrome; dan  

l. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 
Tahun 2019 tentang Program 
Rehabilitasi Sosial Anak. 

 
Saat ini Permensos 16/2020 sudah 

dicabut dalam Permensos 7/2021 dan 
mengalami perubahan dengan Permensos 
7/2022. Dalam konteks tersebut, ATENSI 
sebagai pelayanan rehabilitasi sosial 
langsung pada UPT di lingkungan Ditjen 
Rehsos. Terkait dengan penerapan keadilan 
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restoratif terhadap kluster anak sampai saat 
ini masih berlaku ketentuan Peraturan 
Menteri Sosial 26 Tahun 2018 tentang 
Rehabilitasi Sosial dan Reintegrasi Sosial 
(Permensos 26/2018). Sedangkan dari data 
di atas Permensos 9/2017 yang merupakan 
pedoman bagi pemberian layanan  bagi 
Pecandu dan Korban Penyalahgunaan 
Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif 
Lainnya dalam konteks keadilan restoratif 
sudah dicabut dan sampai hari ini belum 
dirumuskan kembali Peraturan Menteri 
yang baru untuk melaksanakan ketentuan 
tersebut. Yang menjadi tantangan berikut-
nya adalah paska disahkannya UU 12/2022 
tentang TPKS juga mengamanatkan reha-
bilitasi sosial dalam konteks keadilan 
restoratif atau pendekatan pidana. Dan 
kemudian tantangan selanjutnya pemberla-
kuan KUHP pada tahun 2025, di mana 
dalam Pasal 105 menyebutkan bahwa 
Tindakan rehabilitasi dikenakan kepada 
terdakwa yang: (a) kecanduan alkohol, 
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya; dan/atau (b) menyandang dis-
abilitas mental dan/atau disabilitas inte-
lektual. 

Menjawab tantangan tersebut, 
Kementerian Sosial harus merumuskan 
kembali konsep keadilan restoratif dengan 
skema layanan dan amanat dari peraturan 
perundang-undangan yang ada sehingga 
memberikan kenyamanan dari semua pihak, 
baik Kementerian Sosial sendiri sebagai 
penyelenggara, pihak yang menitipkan 

(Penegak Hukum), maupun PPKS yang 
dititipkan atau pun ditempatkan di UPT 
Kementerian Sosial. 

 
D. PENUTUP 

Kementerian Sosial mendapatkan 
amanat dalam keadilan restoratif berdasar-
kan UU 35/2009 junto PP 25/2011 
mengenai rehabilitasi sosial bagi pecandu 
dan korban penyalahgunaan narkotika, 
psikotropika, dan zat adiktif lainnya, UU 
12/2011 bagi anak berhadapan dengan 
hukum, UU 12/2022 dalam kasus TPKS, 
dan UU 1/2023. Sampai saat ini Kemen-
terian Sosial baru memiliki pengaturan 
terkait standar layanan untuk kasus keadilan 
restoratif bagi anak berhadapan dengan 
hukum. Belum ada regulasi yang kemudian 
mengatur pelayanan keadilan restoratif bagi 
pecandu dan korban penyalahgunaan 
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya; korban TPKS; dan ketentuan UU 
1/2013. 

Pengaturan terkait pemberian layan-
an dalam konteks keadilan restoratif diper-
lukan untuk memberikan kepastian hukum 
dalam pemberian layanan tersebut yang 
tidak hanya dibutuhkan bagi petugas 
pelaksana, lembaga pelaksana, penegak 
hukum yang menitipkan/menempatkan, dan 
penerima layanan. Kepastian hukum 
tersebut merupakan salah satu indikator 
pelayanan publik yang baik dan pada 
akhirnya dapat meningkatkan pelayanan 
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publik Kementerian Sosial kepada masya-
rakat.
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Abstrak 
 

Tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR telah menjadi isu sentral yang sedang gencar 
dilakukan oleh perusahaan, baik kecil, menengah, maupun besar. CSR dilakukan sebagai 
suatu bentuk tanggung jawab sosial terhadap komunitas sekitarnya. CSR sangat penting, 
mengingat perusahaan berdiri di tengah-tengah masyarakat. Konsep ini memandaang bahwa 
perusahaan sebaiknya tidak hanya memburu keuntungan (profit), tetapi juga harus 
memberikan kontribusi positif kepada masyarakat (people), dan ikut aktif dalam menjaga 
kelestarian lingkungan. CSR akan sangat mempengaruhi citra perusahaan jika dapat 
terwujud dengan baik dan sesuai tujuan. Peran CSR sangat besar bagi perusahaan, selain 
berperan penting dalam pembentukkan citra positif perusahaan, CSR juga menjadi wujud 
kepedulian perusahaan dalam memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada para publiknya. 
 
Kata Kunci: CSR, perusahaan, citra positif, dan masyarakat 
 

Abstract 
 

Corporate Social Responsibility or CSR has become a central issue that is being intensively 
pursued by companies, both small, medium and large. CSR is carried out as a form of social 
responsibility towards the surrounding community. CSR is very important, considering that 
companies stand in the midst of society. This concept sees that companies should not only 
seek profit, but should also make positive contributions to society (people), and take an 
active part in preserving the environment. CSR will greatly influence the company's image 
if it can be realized well and according to objectives. The role of CSR is very large for 
companies, apart from playing an important role in forming a positive image of the 
company, CSR is also a form of concern companies in fulfilling their social responsibilities 
to the public. 
 
Keywords: CSR, companies, positive image, and society 
 
 
A. PENDAHULUAN 

Masyarakat sudah terlanjur terbius 
dengan pemahaman bahwa kesejahteraan 
diukur dari sektor pembangunan ekonomi 
sebagai indikator keberhasilan pembangun-

an suatu bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan 
realita bahwa dunia usaha selama setengah 
abad terakhir telah menjelma menjadi 
lembaga yang paling memiliki peranan 
yang sangat strategis bagi kemajuan suatu 
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bangsa. Oleh karena adanya stigma yang 
berkembang di masyarakat bahwa perusa-
haan merupakan sebuah institusi yang 
menjalankan roda usaha untuk mencapai 
laba atau keuntungan maksimal. Namun 
dalam kegiatan usaha memaksimalkan 
keuntungan tersebut, suatu perusahaan 
dituntut untuk bisa memperhatikan masya-
rakat dan kondisi lingkungan sekitar. Hal 
ini karena keberadaan suatu perusahaan 
sudah pasti memiliki dampak terhadap 
masyarakat dan lingkungan sekitarnya, baik 
secara langsung maupun tidak langsung. 
Fakta ini tidak bisa dipungkiri, karena 
dampak yang selalu muncul terhadap 
pendirian dan kegiatan produksi pada suatu 
perusahaan seringkali merusak lingkungan 
sekitar dan merugikan masyarakat.  

Tidak dapat dihindari bahwa limbah 
produksi merupakan suatu hal yang dapat 
merusak lingkungan sekitar dan pada akhir-
nya menimbulkan kerugian pada masyara-
kat, terutama bagi masyarakat sekitar 
kawasan perusahaan atau industri. Sebagai 
perusahaan/badan usaha yang ada di 
tengah-tengah masyarakat, dituntut untuk 
memperhatikan kondisi lingkungan dan 
masyarakat sekitarnya, setidaknya dalam 
hal meniadakan dampak negatif dari 
keberadaan dan kegiatan produksi perusa-
haan. Terkait dengan itu dikenal suatu 
konsep tanggung jawab sosial perusahaan 
atau Corporate Social Responsibility (CSR) 
sebagai suatu bentuk kearifan moral 
perusahaan.  

Persoalan lebih lanjut adalah, apakah 
perusahaan akan dengan sukarela atau 
dengan ketulusan hati/ikhlas mau mencip-
takan perubahan dalam lingkungan masya-
rakat di tempat perusahaan itu berada. 
Karena pada dasarnya setiap perusahaan 
memegang teguh adagium-bahwa tugas 
pokok pebisnis adalah mencari untung 
sebesar-besarnya. Di sinilah pentingnya 
moralitas dalam kegiatan ekonomi bahwa 
kegiatan ekonomi yang bersinggungan 
dengan kepentingan masyarakat, maka 
perusahaan harus dapat mengimplementasi-
kan nilai keadilan dalam kebijakan perusa-
haan karena negara hanya berlaku sebagai 
“impartial spectator”. 

 
B. HAKIKAT CSR 

Menurut Kotler dan Nancy (2005), 
Corporate Social Responsibility (CSR) 
didefinisikan sebagai komitmen perusahaan 
untuk meningkatkan kesejahteraan komuni-
tas melalui praktik bisnis yang baik dan 
mengkontribusikan sebagian sumber daya 
perusahaan. CSR Forum mendefinisikan 
CSR sebagai bisnis yang dilakukan secara 
transparan dan terbuka serta berdasarkan 
pada nilai-nilai moral dan menjunjung ting-
gi rasa hormat kepada karyawan, komunitas 
dan lingkungan (Wibisono, 2007). 

CSR adalah suatu tindakan atau 
konsep yang dilakukan oleh perusahaan 
(sesuai kemampuan perusahaan tersebut) 
sebagai bentuk tanggung jawab mereka 
terhadap sosial/lingkungan sekitar dimana 
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perusahaan itu berada. Contoh bentuk 
tanggung jawab itu bermacam-macam, 
mulai dari melakukan kegiatan yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan perbaikan lingkungan, pemberian 
beasiswa untuk anak tidak mampu, 
pemberian dana untuk pemeliharaan fasi-
litas umum, sumbangan untuk desa/fasilitas 
masyarakat yang bersifat sosial dan berguna 
untuk masyarakat banyak, khususnya 
masyarakat yang berada di sekitar perusa-
haan tersebut berada. CSR merupakan 
fenomena strategi perusahaan yang menga-
komodasi kebutuhan dan kepentingan 
stakeholder-nya. CSR timbul sejak era di-
mana kesadaran akan sustainability peru-
sahaan jangka panjang adalah lebih penting 
daripada sekadar profitability. 

Konsep CSR telah dikenal sejak awal 
1970, yang secara umum diartikan sebagai 
kumpulan kebijakan dan praktik yang ber-
hubungan dengan stakeholder, nilai-nilai, 
pemenuhan ketentuan hukum, penghargaan 
masyarakat, lingkungan, serta komitmen 
dunia usaha untuk berkontribusi dalam 
pembangunan secara berkelanjutan(Siregar, 
2007). Pada awal pekembangannya, keba-
nyakan perusahaan memandang bahwa 
sumbangan kepada masyarakat cukup dibe-
rikan dalam bentuk penyediaan lapangan 
kerja, pemenuhan kebutuhan masyarakat 
melalui produknya, dan pembayaran pajak 
kepada negara. Bentuk sumbangan ini 
merupakan bentuk CSR yang paling 
primitif. Namun, pada dasawarsa ini, terjadi 

perpindahan penekanan dari fasili-tasi dan 
dukungan pada sektor-sektor produktif ke 
arah sektor-sektor sosial (Wibisono, 2007). 

Sebenarnya CSR saat ini sudah tidak 
asing lagi di kalangan masyarakat umum, 
sebagai respon perusahaan terhadap ling-
kungan masyarakat. CSR berkaitan de-
ngan tanggung jawab sosial, kesejahte-
raan sosial dan pengelolaan kualitas hidup 
masyarakat. Industri dan korporasi dalam 
hal ini berperan untuk mendorong pereko-
nomian yang sehat dengan mempertim-
bangkan faktor lingkungan hidup. Melalui 
CSR perusahaan tidak semata mempriori-
taskan tujuannya pada memper-oleh laba 
setinggi-tingginya, melainkan meliputi as-
pek keuangan, sosial, dan aspek   lingkung-
an lainnya (Suharto, 2006). Hal ini guna 
menciptakan sebuah keseimbangan dan 
pemerataan kesejahteraan sosial eko-nomi 
di masyarakat agar kecemburuan sosial 
tidak lagi berpotensi menjadi sumber 
konflik. Sebagai sebuah konsep moral dan 
etis yang berciri umum, CSR pada tatanan 
praktisnya harus dialirkan ke dalam prog-
ram-program konkrit. Salah satu bentuk 
aktualisasi CSR adalah Community Deve-
lopment. CSR dipandang sebagai suatu 
keharusan untuk membangun citra yang  
baik  dan  terpercaya  bagi  perusa-haan.  
Praktik  CSR  yang  berkelanjutan sebagai 
investasi Sosial (Social Investment) yang 
berbuah pada lancarnya operasional 
perusahaan. 
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C. MANFAAT CSR DAN RESPONS 
PERUSAHAAN 

CSR yang dilakukan perusahaan 
merupakan bentuk kearifan moral 
perusahaan memiliki pengaruh yang lebih 
luas dari perusahaan kepada masyarakat 
untuk keuntungan perusahaan dan masya-
rakat secara keseluruhan (Jones dalam Jahja 
& Irvan, 2006, p. 27). Tentu banyak 
manfaat yang dapat diperoleh masyarakat 
sekitar, diantaranya perluasan lapangan 
kerja, pelayanan publik yang lebih baik, 
seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, 
dan berbagai bidang lainnya tergantung 
pada bentuk CSR yang dilakukan. CSR juga 
akan memberikan manfaat dengan mencip-
takan dan melestarikan lingkungan dan 
sumber daya yang ada ke arah yang lebih 
baik. Namun CSR yang diterapkan tidak 
hanya memberi manfaat bagi masyarakat 
dan lingkungan, melainkan juga bagi 
perusahaan.  

Penerapan CSR akan berimbas dan 
mempengaruhi keberlanjutan usaha. Menu-
rut Wibisono (2007), manfaat CSR bagi 
perusahaan diantaranya, mempertahankan 
atau mendongkrak reputasi dan brand 
image perusahaan, layak mendapatkan 
social license to operate, mereduksi resiko 
bisnis perusahaan, melebarkan akses sum-
ber daya, membentangkan akses menuju 
market, mereduksi biaya, memperbaiki 
hubungan dengan stakeholders, memperba-
iki hubungan dengan regulator, meningkat-
kan semangat dan produktivitas karyawan, 

memberikan peluang untuk mendapatkan 
penghargaan, dan beberapa keuntungan 
lainnya. 

Investor juga ingin investasinya dan 
kepercayaan masyarakat terhadap perusa-
haannya memiliki citra yang baik di mata 
masyarakat umum. Dengan demikian, 
apabila perusahaan melakukan program-
program CSR diharapkan ada keberlan-
jutan, sehingga perusahaan akan berjalan 
dengan baik. Oleh karena itu, program CSR 
lebih tepat apabila digolongkan sebagai 
investasi dan harus menjadi strategi bisnis 
dari suatu perusahaan. 

Perusahaan  merupakan suatu institu-
si yang menjalankan roda usaha untuk 
memperoleh laba atau keuntungan maksi-
mum. Dalam kegiatan memaksimalkan 
keuntungan, perusahaan tetap harus mem-
perhatikan kondisi lingkungan dan masya-
rakat sekitarnya. Hal ini dirasa sangat 
penting mengingat perusahaan tersebut 
berdiri di tengah-tengah masyarakat 
(Wibisono, 2007). Kekuasaan di tangan 
bisnis modern semakin memperlihatkan 
bahwa setiap tindakan yang diambil 
perusahaan membawa dampak yang nyata 
terhadap kualitas kehidupan para stake-
holders-nya, dalam hal ini lebih ditekankan 
pada masyarakat dan lingkungan sekitar 
(Wibisono, 2007).  

Saat ini yang menjadi perhatian 
terbesar dari peran perusahaan dalam 
masyarakat telah ditingkatkan yaitu dengan 
peningkatan kepekaan dan kepedulian 
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terhadap lingkungan dan masalah etika. 
Kepekaan dan kepedulian suatu perusahan 
terhadap lingkungan dan masalah etikanya 
dapat diwujudkan dengan suatu konsep 
yang dikenal dengan tanggung jawab social 
perusahaan atau CSR. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh 
Chairil. N. Siregar (2007), bahwa kebera-
daan perusahaan  idealnya  bermanfaat  
bagi masyarakat sekitar. Prinsip dasar CSR 
adalah pemberdayaan masyarakat setem-
pat. Terkait dengan praktik CSR,  pengusa-
ha  dapat  dikelompokkan  menjadi  empat  
kelompok,  yakni hitam, merah, biru, dan 
hijau. Kelompok hitam adalah mereka 
yang tidak peduli dengan CSR, menjalan-
kan bisnis hanya untuk kepentingan sendiri, 
tidak peduli pada aspek sosial dan 
lingkungan bahkan tidak  memperhatikan 
kesejahteraan karyawannya. Kelompok  
merah adalah mereka yang mulai melak-
sanakan CSR, tetapi hanya meman-
dangnya sebagai komponen biaya yang 
akan mengurangi keuntungannya. Kelom-
pok biru, perusahaan yang menilai praktik 
CSR akan memberikan  dampak  positif  
bagi  usahanya  karena  merupakan  inves-
tasi,  bukan biaya.  Kelompok  hijau sendiri  
merupakan  perusahaan  yang  menempat-
kan  CSR ada strategi  inti  dan  jantung  
bisnisnya,  dianggap  sebagai  kebutuhan  
yang merupakan modal sosial. 

Industri dan korporasi berperan 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang sehat dengan mempertimbangkan 

faktor lingkungan hidup. Kini dunia usaha 
tidak lagi hanya memperhatikan catatan 
keuangan perusahaan semata (single bottom 
line), melainkan sudah meliputi keuangan, 
sosial, dan aspek lingkungan biasa disebut 
sinergi tiga elemen (triple bottom line) ini 
merupakan kunci dari konsep pemba-
ngunan berkelanjutan. Konsep triple bottom 
line atau yang akrab dikenal dengan sebutan 
3P, yaitu profit, people, dan planet 
diungkapkan oleh John Elkington dalam 
Wibisono (2007). Konsep 3P mengandung 
makna bahwa perusahaan sebaiknya tidak 
hanya memburu keuntungan (profit), tetapi 
juga harus memberikan kontribusi positif 
kepada masyarakat (people), dan ikut aktif 
dalam menjaga kelestarian lingkungan 
(planet). Sependapat dengan  hal tersebut, 
Robbins dan Coulter (2002) mendefinisikan 
CSR sebagai kewajiban perusahaan bisnis 
di luar yang dituntut oleh hukum dan 
pertimbangan ekonomi, untuk mengejar 
berbagai sasaran jangka panjang yang baik 
bagi masyarakat. 

Berdasarkan ragam alasan yang telah 
diungkapkan sebelumnya, terdapat tiga 
sudut pandang perusahaan terhadap CSR, 
yaitu: 

1. Sekadar basa-basi dan keterpaksaan,. 
artinya CSR dipraktikkan lebih kare-
na faktor eksternal. Faktor eksternal 
ini dapat berupa keterpaksaan dan 
reputation driven dengan motivasi 
untuk mendongkrak citra positif 
perusahaan. Niatan menyumbang 
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masih diliputi kemauan meraih 
kesempatan untuk melakukan publi-
kasi positif semisal untuk menjaga 
atau mendongkrak citra perusahaan. 

2. Sebagai upaya untuk memenuhi 
kewajiban (compliance), di mana 
CSR diimplementasikan karena ter-
dapat regulasi, hukum, dan aturan 
yang memaksanya. Misalnya dengan 
adanya market driven ataupun 
penghargaan-penghargaan (reward) 
yang diberikan oleh segenap institusi 
atau lembaga. 

3. Bukan lagi sekadar compliance, tapi 
beyond compliance alias compliance 
plus. CSR diimplementasikan karena 
memang ada dorongan yang tulus 
dari dalam (internal driver). Perusa-
haan meyakini bahwa program CSR 
merupakan investasi demi pertum-
buhan dan keberlanjutan (sustain-
ability) usaha. Itu artinya, CSR 
bukan lagi dilihat sebagai sentra 
biaya, melainkan sebagai sentra 
investasi di masa mendatang. 
(Wibisono, 2007). 
CSR yang dilakukan oleh perusahaan 

harus fokus, terarah, dan termonitor secara 
efektif. Hal ini dapat dipelajari dari 
perusahaan lain yang dinilai relatif lebih 
sukses dalam implementasi program ini. 
Akan tetapi dalam pelaksanaannya diperlu-
kan kreatifitas dan modifikasi sesuai 
dengan kebutuhan komunitas penerima 
CSR agar dapat membantu menciptakan 

kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera 
dan mandiri (Siregar, 2007).  

Demi tercapainya kesesuaian prog-
ram dengan kebutuhan masyarakat, diper-
lukan adanya komunikasi yang baik dengan 
komunitas tersebut. Kondisi ini akan 
memunculkan timbal balik antara kedua 
belah pihak yang pada akhirnya menum-
buhkan rasa memiliki. Selanjutnya, rasa 
memiliki ini akan membuat masyarakat 
sekitar dengan sukarela membela keberlan-
jutan usaha perusahaan (Wibisono, 
2007). Untuk mendapat kesukarelaan terse-
but, perusahaan pelaku CSR juga harus 
dengan sukarela menerapkan CSR yang 
didorong oleh kemauan, kemampuan, dan 
kesadaran dari dalam diri. Dengan 
pelaksanaan CSR secara sukarela, maka 
efek positifnya akan bergerak ke arah 
pembentukan citra positif perusahaan 
melampaui standar regulasi yang berlaku, 
mendongkrak nilai saham, atau memenangi 
kompetisi dan memperoleh penghargaan 
(Wibisono, 2007). Perlu diketahui program 
CSR yang terpenting dan dapat membentuk 
citra positif perusahaan adalah aturan yang 
mewajibkan programnya harus berkelan-
jutan (sustainable). Dengan begitu, citra 
positif perusahaan akan terbentuk dengan 
sendirinya. 

 
D. KONTRIBUSI NYATA DI MAS-
YARAKAT 

Wujud  tanggung  jawab  sosial  dapat 
direalisasikan dalam berbagai bentuk, 
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utamanya melakukan kegiatan yang dapat 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
dan perbaikan lingkungan, pemberian 
beasiswa untuk anak tidak mampu, pembe-
rian dana untuk pemeliharaan fasilitas 
umum, sumbangan untuk desa/fasilitas 
masyarakat yang bersifat sosial dan bergu-
na untuk masyarakat banyak, khususnya 
masyarakat yang berada di sekitar perusa-
haan. Secara umum CSR merupakan 
peningkatan kualitas kehidupan mempu-
nyai adanya kemampuan manusia sebagai 
individu anggota masyarakat untuk 
menanggapi keadaan sosial yang ada dan 
dapat dinikmati, memanfaatkan serta 
memelihara lingkungan hidup. Dengan kata 
lain merupakan cara perusahaan mengatur 
proses usaha untuk memproduksi dampak 
positif pada komunitas. Oleh sebab itu 
dalam konteks pembangunan saat  ini, 
perusahaan tidak lagi dihadapkan pada 
tanggung jawab yang berpijak pada aspek 
keuntungan secara ekonomis semata, yaitu 
nilai perusahaan yang direfleksikan dalam 
kondisi keuangan, namun harus memper-
hatikan aspek sosial dan lingkungannya. 
Perusahaan bukan lagi sekadar kegiatan 
ekonomi untuk menciptakan profit demi 
kelangsungan usaha, melainkan juga ber-
tanggung jawab terhadap aspek sosial dan 
lingkungan. 

Keberadaan suatu perusahaan akan 
selalu berinteraksi dengan masyarakat seki-
tar yang kemudian menimbulkan kepen-
tingan-kepentingan yang kadang saling 

bertentangan. Dalam konteks pertentangan 
kepentingan masyarakat, ini akan menim-
bulkan persoalan wajar tidak wajar, patut 
tidak patut, yang pada akhirnya perten-
tangan kepentingan ini dapat melanggar hak 
anggota masyarakat. Pelanggaran-pelang-
garan hak masyarakat dalam kegiatan sosial 
dan kegiatan ekonomi perusahaan dapat 
terjadi, sehingga hukum diperlukan untuk 
melindungi hak masyarakat tersebut.  
Roscoe Pound (1996) menyatakan bahwa 
tugas pokok pemikiran modern adalah 
rekayasa sosial. Untuk memudahkan dan 
menguatkan tugas rekayasa sosial, Roscoe 
Pound menggolongkan kepentingan-
kepentingan sosial, untuk kesinambungan 
hukum yang berkembang melalui daftar 
kepentingan yang mengalami perkembang-
an, sehingga tiga kepentingan harus 
dilindungi, yaitu kepentingan umum, 
kepentingan sosial dan kepentingan pribadi 
(Friedman, 1990). 

Tanggung jawab sosial perusahaan 
seharusnya dibedakan dari tanggung jawab 
lain. Bisnis selalu memiliki dua tanggung 
jawab: tanggung jawab ekonomis dan 
tanggung jawab sosial. Tetapi perlu dicatat 
hal ini hanya berlaku untuk sektor swasta. 
Jika Milton Friedman menyebut pening-
katan keuntungan perusahaan sebagai tang-
gung jawab sosialnya, sebetulnya ia berbi-
cara tentang tanggung jawab ekonomis saja, 
bukan tanggung jawab sosial. Namun perlu 
diakui, tanggung jawab ekonomis ini 
mempunyai aspek sosial yang penting dan 
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mungkin, terutama aspek itulah yang mau 
digarisbawahi oleh Friedman. Kinerja 
setiap perusahaan menyumbangkan kepada 
kinerja ekonomi nasional sebuah negara. 
Jika suatu perusahaan berhasil memainkan 
peranannya dengan baik di atas panggung 
ekonomi nasional, dengan sendirinya ia 
memberi kontribusi yang berarti kepada 
kemakmuran masyarakat (Nussa-hid, 
2006). Hubungan masyarakat diartikan 
mempunyai hubungan sosial dan bukan 
hubungan bisnis. Fenomena sosial tersebut 
menuntut perusahaan memiliki tanggung 
jawab sosial atau Corporate Social 
Responsibility (Simanungkalit, 2007). 

Penerapan CSR harus dimulai dari 
komitmen dan pemahaman yang baik dari 
pihak pengusaha bahwa setiap perusahaan 
hendaknya mengembangkan kegiatan sosial 
yang bukan hanya demi menjaga citra baik 
perusahaan, tetapi juga menjaga kesinam-
bungan (sustainability) usaha suatu perusa-
haan dengan membentuk suatu relasi sosial 
yang kuat dengan masyarakat sekitarnya 
(kemitraan), karena pada dasarnya melak-
sanakan tanggung jawab sosial perusahaan 
merupakan investasi jangka panjang karena 
adanya asas manfaat (utilitas) untuk 
menciptakan kesenangan atau kebahagiaan 
yang bersifat mutualisme. 

Perusahaan tidak hanya sekadar 
bertanggung jawab terhadap para pemilik 
(shareholders), tetapi bergeser menjadi 
lebih luas, yaitu sampai pada ranah sosial 
kemasyarakatan (stakeholders). Fenomena 

seperti itu terjadi karena adanya tuntutan 
dari masyarakat akibat negative exter-
nalities yang timbul serta ketimpangan 
sosial yang terjadi. Perusahaan hendaknya 
memerhatikan  stakeholders  karena  mere-
ka adalah pihak yang memengaruhi dan 
dipengaruhi baik secara langsung maupun 
tidak langsung atas aktivitas serta kebijakan 
yang diambil dan dilakukan oleh 
perusahaan. Jika perusahaan tidak memper-
hatikan stakeholders, bukan tidak mungkin 
akan menuai protes dan membuat citra 
perusahaan (corporate image) menjadi 
negatif (Hadi, 2009). 

Berdasarkan asumsi dasar dari teori 
stakeholder, perusahaan tidak dapat mele-
paskan diri dengan lingkungan sosial 
sekitarnya. Adapun citra (image) negatif 
yang akan terbentuk jika perusahaan tidak 
meperhatikan stakeholders-nya. Setelah 
melakukan segala proses manajemen public 
relations untuk aktivitas program CSR, 
maka akan terjadi feedback (tanggapan 
balik) dari publik yang bersangkutan atas 
program CSR yang dilaksanakan. 
Tanggapan balik yang diberikan oleh 
publik akan membentuk citra perusahaan 
(corporate image). Image positif dari para 
pemangku kepentingan (stakeholders) 
dapat dirasakan, serta membantu dalam 
pembangunan berkelanjutan. Akhirnya  
CSR di  perusahaan  tersebut dapat dikelola 
secara profesional dan transparan sehingga 
CSR sebagai salah satu implementasi good 
corporate governance dapat segera 
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terwujud dan yang terlebih penting citra 
(image) positif perusahaan dapat terbentuk. 

 
E. KEUNTUNGAN BAGI PERUSA-
HAAN 

Kekuasaan di tangan perusahaan 
bisnis modern semakin memperlihatkan 
bahwa setiap tindakan yang diambil 
perusahaan membawa dampak yang nyata 
terhadap kualitas kehidupan para stake-
holders-nya, dalam hal ini lebih ditekankan 
pada masyarakat dan lingkungan sekitar. 
Fakta telah membuktikan bahwa masyara-
kat paling tidak suka jika perusahaan tidak 
berkomunikasi dengan mereka, bersifat 
arogan dan tidak memberikan kontribusi 
atau manfaat bagi lingkungan sekitar. 
Menanggapi pentingnya CSR, pemerintah 
telah mengeluarkan peraturan tertulis dalam 
pasal 74 Undang-undang Perseroan 
Terbatas (UUPT) yang baru.  

Kurangnya kepedulian terhadap 
lingkungan pada akhirnya akan dibayar 
dengan harga yang lebih mahal, karena 
harus dibayar lebih mahal berkali-kali lipat 
akibat kurangnya kepedulian perusahaan 
terhadap masyarakat dan lingkungan 
sekitar. CSR yang dilakukan oleh suatu 
perusahaan harus fokus, terarah, dan 
termonitor secara efektif. Hal ini dapat 
dipelajari dari perusahaan lain yang dinilai 
relatif lebih sukses dalam implementasi 
program ini. Akan tetapi dalam 
pelaksanaannya diperlukan kreatifitas dan 
modifikasi sesuai dengan kebutuhan 

komunitas penerima CSR agar dapat 
membantu menciptakan kehidupan 
masyarakat yang lebih sejahtera dan 
mandiri.  

Demi tercapainya kesesuaian prog-
ram dengan kebutuhan masyarakat, diperlu-
kan adanya komunikasi yang baik dengan 
komunitas tersebut. Kondisi ini akan 
memunculkan timbal balik antara kedua 
belah pihak yang pada akhirnya menum-
buhkan rasa memiliki. Selanjutnya, rasa 
memiliki ini akan membuat masyarakat 
sekitar dengan sukarela membela keberlan-
jutan usaha perusahaan. Untuk mendapat 
kesukarelaan tersebut, perusahaan pelaku 
CSR juga harus dengan sukarela mene-
rapkan CSR yang didorong oleh kemauan, 
kemampuan, dan kesadaran dari dalam diri. 
Dengan pelaksanaan CSR secara sukarela, 
maka efek positifnya akan bergerak ke arah 
pembentukan citra positif perusahaan 
melampaui standar regulasi yang berlaku, 
mendongkrak nilai saham, atau memenangi 
kompetisi dan memperoleh penghargaan. 
Perlu diketahui program CSR yang 
terpenting dan dapat membentuk citra 
positif perusahaan adalah aturan yang 
mewajibkan programnya harus berkelan-
jutan. Dengan demikian, citra positif 
perusahaan akan terbentuk dengan sendiri-
nya, karena masyarakat menilai bahwa 
perusahaan dianggap memiliki kepedulian 
terhadap masyarakat dan lingkungan seki-
tar. Hal ini dapat menambah kepercayaan 
masyarakat kepada perusahaan. 
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Dengan adanya CSR, citra sebuah 
perusahaan akan meningkat dan menjadi-
kan profit perusahaan menjadi stabil. 
Keberadaan suatu perusahaan pasti akan 
memberikan dampak di sekitarnya. Dengan 
demikian, CSR menjadi kegiatan yang 
efektif dalam memberikan sikap, tindakan, 
dan rasa tanggung jawab perusahaan 
terhadap masyarakat. Masyarakat akan 
memberikan kepercayaan kepada perusaha-
an sehingga menjadikan sebuah perusahaan 
dapat beroperasi dalam jangka waktu yang 
panjang. 
 
F. PENUTUP 

CSR merupakan kewajiban mutlak 
perusahaan sebagai suatu bentuk tanggung 
jawab sosial perusahaan berupa kepedulian 
dan perhatian pada komunitas sekitar. 
Pandangan perusahaan terhadap kewajiban 
tersebut berbeda-beda. Mulai dari anggapan 
sekadar basa-basi atau suatu keterpaksaan, 
hanya untuk pemenuhan kewajiban, hingga 
pelaksanaan berdasarkan asas kesukare-
laan. Bentuk-bentuk CSR yang dapat 
dilakukan oleh perusahaan dapat diwu-
judkan dalam berbagai bidang kehidupan 
yang penerapannya harus disesuaikan 
dengan kebutuhan masyarakat penerima 
CSR. 

CSR memberikan manfaat yang 
sangat besar dalam mensejahterakan 
masyarakat dan melestarikan lingkungan 
sekitar, serta bentuk investasi bagi 
perusahaan. Investasi bagi perusahaan 

dapat berupa jaminan keberlanjutan operasi 
perusahaan dan pembentukan citra positif 
perusahaan. Manfaat ini dapat diperoleh 
apabila perusahaan menerapkan CSR atas 
dasar kesukarelaan, sehingga akan timbul 
hubungan timbal balik antara pihak 
perusahaan dengan masyarakat sekitar. 
Masyarakat akan secara sukarela membela 
keberlanjutan perusahaan tersebut dan 
memberikan persepsi yang baik pada 
perusahaan, dan pada akhirnya citra positif 
perusahaan akan terbentuk dengan 
sendirinya. 
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Abstrak 
 

Kajian ini bertujuan mendeskripsikan pemberdayaan (pengembangan) masyarakat 
khususnya kelompok rentan (vulnerabities) di sekitar PT Solusi Bangun Andalas (SBA) 
melalui program corporate social responsbility yang dilaksanakanakannya. Jenis dan 
pendekatan kajian ini deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data: wawancara 
terhadap penerima manfaat, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat dinas terkait (Provinsi 
Aceh, Kabupaten Aceh Besar), Ketua forum BUMN, dan General Affair & Community 
Relation PT. SBA. Disamping itu dilakukan observasi, dan studi dokumentasi. Data yang 
terkumpul dianalisis secara kualitatif: penyajian data, reduksi data, dan pengambilan 
simpulan. Kajian ini dilakukan pada bulan Desember 2021. Hasil kajian menunjukkan, PT. 
SBA telah melakukan pemberdayaan (pengembangan) masyarakat sekitarnya pada aspek: 
pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan 
kesehatan keluarga khususnya ibu dan anak, dan di masa pandemi Covid-19 mendukung 
penuh kebijakan pemerintah pencegahan mewabahnya virus Covid-19. Disamping itu juga 
memberikan bantuan langsung pada kegiatan sosial keagamaan (philanthropy). Namun, 
ditemui  sosialisasi dan koordinasi terhadap pemangku kepentingan daerah masih relatif 
kurang. Untuk itu disarankan: (i) pemerintah pusat, meningkatkan sosialisasi kebijakan 
tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap para pihak khususnya di daerah sesuai 
dinamika saat ini; (ii) pemerintah daerah, meningkatkan sinergi dan kolaborasi antar 
pemangku kepentingan (Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, dan 
Dunia Usaha). 
 
Kata kunci: Tanggung jawab sosial dunia usaha; pemberdayaan masyarakat; sekitar 
industri. 

 
Abstract 

 
This study aims to describe the empowerment (development) to the community around the 
PT. Solusi Bangun Andalas (SBA) through the corporate social responsibility program it 
organizes. The type and approach of this study was descriptif-qualitative using data colection 
techniques: interviews with beneficiaries, religious leaders, community leaders, officials 
from related agencies (Aceh Province, Aceh Besar District), chairperson of State-owned 
Enterprises forums, and General Affairs and Community Relations of PT. SBA. Beside that, 
observations and documentation studies were carried out. The collected data were analyzed 
qualitatively: data presentation, data reduction, and conclusion. This study was conducted 

mailto:%20much.ngano17@gmail.com
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in December 2021. The result of the study showed that PT. SBA has carried out empowerment 
(development) of the surrounding community through the corporate social responsibility 
programs in the aspects of: developing human resouces, improving the community’s 
economy, improving family health especially for mothers and children, and during the Covid-
19 pandemic fully supporting government policies on prevention the out-break of the Covid-
19 virus. So, it also provides direct assistance to social religious activities (philanthropy). 
However, it was faud that socialization and coordination to regional stakeholders was still 
relatively lacking. For this reason, it is suggested: (i) the central government, increasing the 
socialization of social and environmental responsibility policies to stakeholders, especially 
in the regions according to the current dynamics; (ii) local government, increasing synergy 
and collaboration between stakeholders the Aceh Provincial Goverment, Aceh Besar District 
Government, and the Business World.   
 
Keywords: Coorporate Social responsibility; community empowerment; around industry 

 
 

A. PENDAHULUAN  
Kemiskinan, masih merupakan per-

masalahan universal saat ini. Sebagai gam-
baran, tahun 2019, rasio penduduk miskin 
ekstrem dunia sebesar 8,4 persen dari total 
penduduk dunia. Turun 0,5 persen diban-
dingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, 
pandemi Covid-19 membuat penduduk 
miskin dunia bertambah antara 119 juta-124 
juta orang pada Tahun 2022. Akibatnya, 
rasio penduduk miskin dunia meningkat 
menjadi 9,5 persen dari populasi penduduk 
dunia. Artinya, terjadi peningkatan kemis-
kinan hingga lebih dari 1 persen atau dua 
kali lebih besar daripada penurunan yang 
terjadi di tahun sebelum wabah Covid-19 
melanda (Kompas, 2022). Hal itu juga 
terlihat pada data yang menunjukkan bahwa 
terdapat sekitar 828 juta orang di seluruh 
dunia menghadapi kelaparan di tahun 2021. 
Di samping itu, hampir 2,3 miliar orang 
mengalami kerawanan pangan, sedang 

maupun parah, kekurangaan akses makanan 
yang memadai. Ini berarti, hampir 350 juta 
lebih orang menderita kelaparan sejak awal 
pandemi (Nazalea, 2022).  

Maka, keputusan Perserikatan Bang-
sa-Bangsa (PBB) pada 17 Oktober Tahun 
1992 yang menjadikannya sebagai Hari 
Pengentasan Kemiskinan Internasional 
tetap relevan, dan sat ini PBB konsisten 
menjadikannya sebagai salah satu prioritas 
dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan 
(Sustainable Developlment Goals (SDG’s) 
yang merupakan kelanjutan dari  Milenium 
Development Goals (MDGS’s) yang bera-
khir 2005 di mana Indonesia merupakan 
satu dari 193 negara penanda tangan SDG’s 
bulan September 2015 di markas PBB di 
New York (http://presidenri.go.id/pengen 
tasan-kemiskinan/komitmen-terhadap-
tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html)  

Dalam konteks Indonesia, jumlah 
penduduk miskin berdasarkan data Badan 

http://presidenri.go.id/pengen%20tasan-kemiskinan/komitmen-terhadap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html
http://presidenri.go.id/pengen%20tasan-kemiskinan/komitmen-terhadap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html
http://presidenri.go.id/pengen%20tasan-kemiskinan/komitmen-terhadap-tujuan-pembangunan-berkelanjutan.html
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Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada 
Januari 2023, per September 2022 sebesar 
9,57 persen (26,36 juta orang), meningkat 
0,03 persen point (0,20 juta orang) per 
Maret 2022. Secara lebih rinci, persentase 
penduduk miskin perkotaan per Maret 2022 
sebesar 7,50 persen menjadi 7,53 persen. Di 
perdesaan, pada Maret 2022 sebesar 12,29 
persen menjadi 12,36 persen per September 
2022 (BPS, 2023). 

Kemiskinan terdapat diberbagai area 
(daerah, wilayah, tempat), baik perdesaan, 
perkotaan, pinggiran hutan, pesisir, pulau-
pulau kecil, perbatasan antar wilayah dan 
negara, tidak terkecuali di sekitar kawasan 
industri. Pemberdayaan dan atau pengem-
bangan masyarakat dalam upaya pengen-
tasan kemiskinan masyarakat yang termasuk 
kelompok rentan yang berada di sekitar 
industri (Dunia Usaha) di berbagai daerah, 
perlu mendapat perhatian dari para pihak. 
Jika tidak, maka akan muncul resistensi 
masyarakat sekitarnya yang kemudian dapat 
berdampak luas, baik sosial, politik maupun 
keamanan. 

Dalam perspektif keadilan sosial, 
upaya pemberdayaan dan/atau pengem-
bangan masyarakat, perlu memperhatikan: 
(1) pemokusan pada mereka yang berada 
pada posisi kurang diuntungkan (disad-
vantaged people), (2) pemberdayaan seba-
gai strategi sentral dalam upaya mening-
katkan keadilan sosial, (3) konsep kebu-
tuhan sebagai salah satu isu sentral untuk 
menciptakan keadilan sosial dalam masya-

rakat, (4) konsep tentang hak azasi yang 
menjadi salah satu landasan dalam mengkaji 
fairness dan equite dalam kaitan keadilan 
sosial (Ife, 2002). Dalam konteks keadilan 
sosial tersebut, ada tiga pilar utama yang 
berperan penting dalam upaya mening-
katkan kualitas hidup rakyat masyarakat 
khususnya kelompok rentan, yaitu: Lemba-
ga Pemerintah (Government Organiza-
tions), Lembaga Swadaya Masyarakat 
(Non-Government Organizations), dan 
dunia usaha (Private sector).   

PT. SBA di Kabupaten Aceh Besar 
Provinsi Aceh sebagai salah satu privat 
sector, melalui program Corporate Social 
Responsbility (CSR) yang dilakukannya 
telah melaksanakan upaya pemberdayaan 
masyarakat di sekitarnya pada aspek 
pendidikan, aspek kesehatan, dan aspek 
pengembangan usaha kecil dan menengah.  

Kajian ini dilakukan pada bulan 
Desember 2021 pada PT. SBA di 
Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Jenis 
dan pendekatan kajian adalah deskriptif-
kualitatif. Metode kualitatif adalah sebagai 
prosedur penilaian yang menghasilkan data 
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau 
lisan dari orang-orang dan perilaku yang 
dapat diamati (Bogdan & Taylor, 1975). 

Data primer dikumpulkan melalui 
teknik wawancara terhadap keluarga 
penerima manfaat/bantuan, tokoh agama, 
tokoh masyarakat, pejabat dinas terkait 
(Provinsi Aceh, Kabupaten Aceh Besar), 
Ketua forum Badan Usaha Milik Negara 
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(BUMN), dan General Affair & Community 
Relation PT. SBA. Adapun data sekunder 
diperoleh dengan cara studi dokumentasi 
dengan memanfaatkan data yang tersedia 
dan dinilai relevan, termasuk browshing 
internet. Analisis data dilakukan secara 
kualitatif, yakni sebagai proses pencan-
draan (description) dan penyusunan trans-
krip wawancara serta material lain yang 
telah terkumpul, dengan maksud agar 
periset dapat menyempurnakan pemahaman 
terhadap data tersebut untuk kemudian 
menyajikannya kepada orang lain dengan 
lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan 
atau didapatkan dari lapangan (Sudarman, 
2002: 209). Dengan kata lain, analisis data 
kualitatif merupakan proses mencari dan 
menyusun data secara sistimatis yang 
diperoleh dari wawancara, catatan lapangan 
dan dokumentasi, dengan cara mengorga-
nisasikan data ke dalam kategori, menja-
barkan ke dalam unit-unit, melakukan 
sintesa, menyusun ke dalam pola, dan 
membuat kesimpulan, sehingga mudah 
dipahami. 

 
B. KONSEP PEMBERDAYAAN 

Para ahli pemberdayaan masyarakat 
sepakat tentang arti penting pemberdayaan 
sebagai alternatif pendekatan pembangunan.  
Akan tetapi, ada beda pendapat dalam 
implementasi pada tataran praksis, khusus-
nya menyangkut ketiadaan konsep yang 
jelas mengenai pemberdayaan masyarakat; 
batasan masyarakat yang sukses melakukan 

pemberdayaan; peran pemerintah, masyara-
kat, dan swasta; mekanisme capaian dan 
sebagainya. Upaya pemberdayaan masyara-
kat menuntut pengelolaan kegiatan secara 
lebih tepat, akomodatif, terukur, tertib, 
akuntabel yang meliputi rangkaian proses 
penyusunan rencana dan anggaran, penga-
wasan, dan laporan pertanggung jawaban 
(Prasojo, 2008).  

Sedemikian longgar konsep pember-
dayaan, dalam tulisan ini konsep pember-
dayaan yang dianggap relevan adalah 
seperti pendapat Payne (1997: 266) bahwa 
tujuan pemberdayaan adalah membantu 
klien memperoleh daya untuk mengambil 
keputusan dan menentukan tindakan yang 
akan dilakukan terkait dengan diri mereka, 
termasuk mengurangi efek hambatan priba-
di dan sosial dalam melakukan tindakan. 
Sementara menurut Shardlow (1998:32), 
pemberdayaan menyangkut permasalahan 
bagaimana individu, kelompok, atau masya-
rakat berusaha mengontrol kehidupan mere-
ka sendiri dan mengusahakan untuk mem-
bentuk masa depan sesuai dengan keinginan 
mereka.  

Sehubungan itu, menurut Pranarka 
(1996: 57), ada dua kecenderungan yang 
saling terkait dalam pencapaian pemberda-
yaan masyarakat. Pertama, kecenderungan 
primer. Pada kecenderungan ini, proses 
pemberdayaan masyarakat ditekankan pada 
proses pemberian atau pengalihan sebagian 
kekuasaan, kekuatan, dan kemampuan 
kepada masyarakat atau individu agar 
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menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat 
dilengkapi dengan upaya membangun aset 
material guna mendukung pembangunan 
kemandirian melalui organisasi. Kedua, 
kecenderungan sekunder. Kecenderungan 
ini menekankan pada proses stimulan, 
dorongan atau motivasi agar individu atau 
masyarakat mempunyai kemampuan 
menentukan kebutuhan hidupnya melalui 
proses dialog.  

Bertolak dari konsep tersebut, tulisan 
hasil kajian ini bertujuan memahami pem-
berdayaan (pengembangan) masyarakat 
khususnya yang termasuk tidak mampu di 
sekitar PT SBA melalui program CSR yang 
dilakukannya. 
 
C. PROGRAM PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT SEKITAR PT. SOLU-
SI BANGUN ANDALAS 
1. Gambaran PT. Solusi Bangun Andalas  

PT. Solusi Bangun Andalas (PT 
SBA) merupakan salah satu perusahaan 
yang bergerak di bidang pertambangan. 
Perusahaan ini sekurangnya telah tiga kali 
ganti nama, awalnya bernama PT Semen 
Andalas Indonesia (SAI) di bawah Blue 
Circle, kemudian berubah menjadi PT. 
Lavarge Cement Indonesia (LCI) di bawah 
Lavarge Cement, dan dalam perkembangan 
selanjutnya, perusahaan tersebut diakuisisi 
dan menjadi member dari Holcim Indonesia, 
namun tetap beroperasi dengan nama LCI. 
Terakhir, setelah PT Holcim diakuisisi oleh 
Semen Indonesia Group, perusahaan semen 

yang sempat terdampak Tsunami berubah 
menjadi PT. SBA (https://aceh.tribunnews. 
com/2019/02/12/lafarge-kini-bernama-solu 
si-bangun-andalas). PT. SBA dengan luas 
area 5200 hektar merupakan anak 
perusahaan PT Solusi Bangun Indonesia 
yang mampu memroduksi 1600 ton semen 
pertahun (https://www.kba.one/news/me 
ngenalkan-pt-solusi-bangun-andalas-di-
bekas-pabriksemen-holcim/index.html). 
PT. SBA memiliki fasilitas pelabuhan 
sendiri di Lhoknga dan beberapa terminal 
pengantongan yang dilengkapi dengan 
fasilitas pengiriman di Lhokseumawe, 
Belawan, Batam, dan Dumai. 

PT SBA berada di Kabupaten Aceh 
Besar, Provinsi Aceh. Luas Kabupaten Aceh 
Besar 290.350,73 hektar, wilayahnya seba-
gian besar berupa daratan dan sebagai kecil 
di kepulauan. Batas-batas wilayahnya: 
sebelah utara berbatasan dengan Selat 
Malaka dan Kota Banda Aceh; Sebelah 
selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh 
Jaya; Sebelah timur berbatasan dengan 
Kabupaten Pidie, dan sebelah barat 
berbatasan dengan Samudra Hindia. Secara 
administratif, Kabupaten Aceh Besar 
memiliki 23 wilayah kecamatan, yaitu: Kota 
Jantho, Leupung, Kuta Malaka, Kuta Cot 
Glie, Lembah Seulawah, Sukamakmur, 
Simpang Tiga, Darul Kamal, Darul Imarah, 
Lhoknga, Indrapuri, Ingin JaJaya, Montasik, 
Krueng Barona Jaya, Blang Bintang, Kuta 
Baro, Seulimeum, Darussalam, Baitus-
salam, Mesjid Raya, Pulo Aceh, Peukan 

https://www.kba.one/news/me%20ngenalkan-pt-solusi-bangun-andalas-di-bekas-pabriksemen-holcim/index.html
https://www.kba.one/news/me%20ngenalkan-pt-solusi-bangun-andalas-di-bekas-pabriksemen-holcim/index.html
https://www.kba.one/news/me%20ngenalkan-pt-solusi-bangun-andalas-di-bekas-pabriksemen-holcim/index.html
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Bada, dan Lhoong (RTRW Aceh Besar). 
Program CSR PT SBA berada di wilayah 
Kecamatan Lhoknga dan Kecamatan 
Leupung.  Penduduk Kabupaten Aceh Besar 
sebanyak 425,216 jiwa (Aceh Besar, 2019). 
Angka kemiskinan sebesar 13,84 persen 
(Bappeda Aceh Besar, 2021).   

 
2. Program Pemberdayaan Masyarakat 
Sekitar PT. SBA 

Program pemberdayaan dan atau 
pengembangan masyarakat PT. SBA seba-
gai anak perusahaan PT. Bangun Solusi 
Indonesia (SBI) mengacu pada lima pilar 
arahannya, yaitu: (a) SBI Cerdas, yaitu 
kegiatan yang dilakukan untuk mendukung 
perkembangan pengetahuan baik formal 
maupun informal melalui proses pembela-
jaran dan pelatihan termasuk pembangunan 
sarana prasarana pendidikan, seperti: bea-
siswa, gerakan orang tua asuh (GOTA), 
kesadaran keselamatan, pemberantasan buta 
huruf, kursus bahasa inggris, pendidikan 
anak usia dini (PAUD), pembangunan 
sekolah, pembangunan perpustakaan, pem-
bangunan laboratorium; (b) SBI Man-diri, 
yaitu kegiatan yang dilakukan untuk mem-
berikan bantuan teknis dan jasa untuk mem-
bangun masyarakat yang berdaya dan berke-
lanjutan melalui pemberdayaan ekonomi, 
termasuk pembangunan sarana prasarana, 
seperti: pelatihan kompetensi kerja (menja-
hit, montir, las, kerajinan tangan), pembia-
yaan ekonomi mikro, dan UKM; (c) SBI 
Sehat, yaitu setiap kegiatan yang dilakukan 

untuk mendukung terciptanya kondisi kese-
hatan masyarakat yang lebih baik termasuk 
pembangunan sarana dan prasarana kese-
hatan, seperti: Posyandu, pengobatan gratis, 
pemeriksaan kesehatan gratis, kesadaran 
risiko penyakit tinggi (Malaria, HIV, Obe-
sitas, kurang Gizi), pembangunan sanitasi, 
MCK, dan rumah layak huni; (d) SBI 
Lestari, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk 
mendukung tercip-tanya kondisi lingkungan 
yang lebih baik di masyarakat termasuk 
pembangunan sarana prasarananya, seperti: 
kesadaran lingkung-an, penanaman pohon, 
pengujian emisi gratis, pembibitan, bank 
sampah; (e) SBI Peduli, kegiatan yang tidak 
termasuk ke dalam pilar-pilar tersebut diatas 
yang dilakukan untuk mendukung kearifan 
lokal termasuk pembangunan sarana prasa-
rana, kompensasi, tanggap bencana alam, 
peringatan keagamaan, pembangunan mas-
jid, elektrifikasi, olah raga, kegiatan sosial 
budaya, peringatan hari besar keagamaan 
dan hari besar nasioal, dan ganti rugi 
tanaman warga (SBA, 2021). 

Sejalan dengan kebijakan PT. SBI 
tersebut, PT SBA memrioritaskan pada 
empat pilar pengembangan masyarakat, 
yaitu: SBA Cerdas, SBA Mandiri, SBA 
Sehat, dan SBA Peduli (Hawati, 2020). Hal 
itu terlihat dari hasil wawancara dengan 
General Affair & Community Relation 
Manager PT SBA bahwa: 

 
Prioritas pengembangan masyarakat 
PT SBA melalui Program CSR yang 
dilakukannya adalah: (a) peningkatan 
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pendidikan masyarakat, (b) pengem-
bangan ekonomi masyarakat, (c) 
mendukung terciptanya kondisi 
lingkungan yang lebih baik di 
masyarakat, termasuk pembangunan 
sarana prasarana, dan (d) penguatan 
kesehatan masyarakat. Di samping itu  
PT. SBA memberikan bantuan secara 
langsung kepada organisasi: Kepe-
mudaan, Perempuan, Keagamaan, 
Kemasyarakatan yang tumbuh dan 
berakar serta budaya masyarakat 
setempat. Hal-hal tersebut sebagai 
charity phylanthropy PT. SBA. (TR, 
8 Des. 2021). 

 
Terkait penjelasan General Affair & 

Community Relation Manager PT SBA 
terkait empat hal tersebut diatas dapat 
dikemukakan sebagai berikut:  

a. SBA Cerdas, yang memrioritaskan 
peningkatan pendidikan masyarakat 
baik pendidikan formal maupun 
pendidikan non formal, di mana PT. 
SBA fokus mendukung program non 
fisik, yaitu penguatan sumberdaya 
manusia, metode dan media pembela-
jaran. Program utama yang dilakukan 
PT SBA adalah beasiswa semen 
Andalas. Hal itu terlihat dari penutur-
an ibu kandung penerima manfaat 
sebagai berikut: “Alhamdulillah, 
setelah selesai SMK, anak saya (AJN) 
mendapat beasiswa (kuliah –
D3/Poltek) dari PT. SBA. Kemudian, 
dipekerjakan di PT SBA setelah 
selesai pendidikan Poltek di Jakarta” 
(RSM, 9 Des. 2021).  

Penuturan Ibu RSM tersebut diper-
kuat keterangan AJN sebagai berikut: 
Saya sangat bersyukur kepada Allah 
SWT pak, karena atas kehendakNya 
mendapat atau memperoleh beasiswa 
dari PT. SBA. Saya terharu... (Periset: 
mata AJN berkaca-kaca) pada PT 
SBA yang memperhatikan dan peduli 
pada masyarakat sekitarnya termasuk 
saya ini, melalui program pendidikan 
yang dilakukannya dan kemudian 
mempekerjakan kami di PT. SBA” 
(AJN, 9 Des. 2021). 
  

b. SBA Mandiri. Pilar ini memrio-
ritaskan pada penyelenggaraan prog-
ram pengembangan ekonomi masya-
rakat dengan prioritas pada penguatan 
pelaku bisnis rumah tangga dan 
masyarakat melalui pelatihan kete-
rampilan usaha dan pendampingan. 
Selain itu, penguatan kapasitas 
modal, baik dalam bentuk barang, 
aset, maupun pembiayaan. Untuk 
bantuan pembiayaan usaha PT. SBA 
bekerjasama dengan koperasi dan 
kelompok simpan pinjam yang aktif 
di masyarakat. Strategi utama PT. 
SBA adalah menggandeng Badan 
Usaha Milik Gampong Bersama 
(BUMG Bersama) di wilayah pelak-
sanaan program. 
Hal itu terlihat dari penuturan Ketua 
Koperasi Simpan Pinjam Wanita 
sebagai berikut: 
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... kami senang sekali pak, PT. SBA 
memberikaan bantuan modal kepe-
sertaan pada koperasi kami. Modal 
kepesertaan yang kami terima waktu 
itu dari PT. SBA sebesar Rp. 
350.000.000,-. Anggota koperasi 
kami 200-an orang peserta. Saat ini, 
koperasi kami memiliki dana sekitar 
850 jutaan. Melalui koperasi, anggota 
sangat terbantu untuk mengembang-
kan usaha kecil-kecilan yang telah 
dilakukannya. Jenis usaha yang dila-
kukan anggota koperasi ini berma-
cam-macam, antara lain: jualan ikan 
(asin), jualan kue, beternak dan 
potong ayam, pembuatan garam, dan 
lain sebagainya, (HMD, 9 Des. 2021).  
 

Pengurus Koperasi Syariah dengan 
sistim bagi hasil, terkait stimulan dari 
PT SBA dalam upaya pengembangan 
ekonomi UMKM menuturkan: 
 
Koperasi syariah ini berdiri tahun 
2019. Anggota koperasi ini sekitar 
200an orang peserta. Memperoleh 
bantuan modal kepesertaan dari PT. 
SBA sebesar Rp. 450.000.000,-. Aset 
modal koperasi sekarang baru sekitar 
Rp. 550.000.000,-. Koperasi syariah 
ini memberikan pinjaman kepada 
peserta secara syariah yaitu bagi 
hasil. Pinjaman dari koperasi syariah 
tersebut umumnya untuk keperluan 
membeli peralatan usaha, seperti 
peralatan membuat kue. Kami tentu 
senang sekali kepada PT. SBA yang 
memperhatikan masyarakat sekitar-
nya, dalam hal ini pemberdayaan 
ekonomi masyarakat” (ADE, 9 Des. 
2021). 

 
c. SBA Sehat. Pada pilar ini PT SBA 

fokus pada penguatan kesehatan mas-
yarakat, yaitu memberikan bantuan 
pada upaya meningkatkan kesehatan 
keluarga khususnya kesehatan ibu 
dan anak. Agar dalam pelaksanaan 
pilar ini tidak tumpang tindih dengan 
program dan fasilitas kesehatan yang 
diselenggarakan oleh pemerintah, PT 
SBA prioritas menjalin kerjasama 
dengan Puskesmas setempat. Di masa 
pandemi Covid-19, PT SBA concern 
pada vaksinasi, pemberian masker, 
dan membantu sosial kebijakan 
pemerintah khususnya 3M (Menjaga 
Jarak, Memakai Masker, dan 
Mencuci Tangan). Hal itu terlihat dari 
penjelasan staf HRD PT. SBA 
sebagai berikut:  

 
... pada pilar ini SBA Sehat fokus 
pada penguatan kesehatan keluarga 
khususnya kesehatan ibu dan anak. Di 
masa pandemi Covid-19, SBA Sehat 
fokus membantu menyukseskan 
program pemerintah dalam pence-
gahan semakin meluasnya virus 
Covid-19 melalui kebijakan peme-
rintah yang terkenal, yaitu 3M 
(mencuci tangan dengan air mengalir, 
memakai masker, menjaga jarak). 
Disamping itu juga membantu 
mengingatkam masyarakat secara 
terus menerus tentang pentingya 
menjaga kebersihan lingkungan 
dengan tidak membuang sampah 
sembarangan pada kesempatan-
kesempatan tertentu, seperti waktu 
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membagikan masker dan desin-
fektan”  (DRA, 8 Des. 2021). 

 
d. SBA Peduli. Pilar ini bersifat phil-

anthropy di mana PT SBA mendu-
kung dan memberikan manfaat secara 
langsung terhadap lembaga-lembaga: 
kepemudaan, perempuan, dan lemba-
ga lain yang tumbuh dan kuat (akar 
budaya) masyarakat setempat. Hal itu 
terlihat dari keterangan Tokoh Aga-
ma sebagai berikut: 

 
Alhamdulillah, segala puji bagi Allah 
SWT. PT. SBA sangat memper-
hatikan masyarakat sekitar, dalam hal 
keagamaan, khususnya Islam. Kami 
sebagai pengurus DKM, menurut 
kami, PT SBA telah banyak membe-
rikan perhatian, misalnya memberi-
kan bantuan Qubah Mesjid, Wifi, AC 
dan lainnya termasuk bantuan untuk 
anak-anak yang belajar ngaji/tahfidz 
di mesjid. Disamping itu juga ada 
bantuan yang bersifat insidental 
(Peringatan maulid, Jelang Puasa 
Ramadhan, Hari Raya. (TRS, 10 Des. 
2021). 

 
Program pengembangan masyarakat 

PT SBA tersebut mengacu pada peraturan 
perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 
tentang Tanggung Jawab Sosial dan 
Lingkungan Perseroan Terbatas, di mana 
kuwajiban perusahaan untuk menjalankan 
program CSR sebagai upaya menjaga 
keberlangsungan bisnis (business sustain-

ability) di suatu lokasi usaha; Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
Penanaman Modal di mana investor 
diharuskan mengalokasikan sebagai modal 
untuk membangun keseimbangan antara 
bisnis perusahaan dengan kelanggengan 
hidup manusia dan lingkungan alam sekitar; 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 
2012 tentang tanggung jawab sosial dan 
lingkungan Perseroan Terbatas bahwa 
perusahaan perlu mengalokasikan sejumlah 
tertentu bagian dari keutungan yang dikelola 
sebagai bagian dan investasi untuk 
membangun hubungan baik dengan 
stakeholders. 

Data dan informasi seperti dikemu-
kakan tersebut menunjukkan bahwa PT 
SBA melalui program CSR yang dilaku-
kannya telah melakukan serangkain kegiat-
an dalam kerangka pemberdayaan dan atau 
pengembangan masyarakat dan lingkungan 
sekitarnya sebagai investasi sosial, yang 
saling menguntungkan kedua belah pihak  
antara PT. SBA dan masyarakat sekitar. Di 
satu sisi, PT. SBA memberikan manfaat 
pada lingkungan (sosial dan non sosial), 
yang dengan langkah-langkah tersebut PT. 
SBA dapat menjalankan bisnisnya dengan 
nyaman karena tidak ada resistensi dari 
masyarakat sekitar pada sisi lain. 

Secara konsep, aktivitas-aktivitas 
yang dilakukan oleh PT SBA melalui 
program CSRnya sejalan dengan konsep 
pemberdayaan seperti dikemukakan Payne 
dan Shardlow, yang pada prinsipnya mem-



JURNAL PUSDIKLAT KESOS │ NOVEMBER 2023 │ EDISI 22    143 

bantu individu, kelompok, dan masyarakat 
memperoleh daya. Demikian halnya konsep 
pemberdayaan yang dikemukan oleh 
Pranarka yang menekankan pada kecende-
rungan primer dan sekunder (Bag. 

Pendahuluan). Secara lebih jelas pember-
dayaan dan/atau pengembangan masyarakat 
sekitar oleh PT. SBA melalui CSR-nya, 
dapat dikemukakan dalam matriks pada 
Gambar 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Gambar 1. Matriks Konsep Pemberdayaan dan Program CSR PT SBA 

 
Sungguhpun PT SBA melalui 

program CSR yang dilakukannya telah 
sejalan dengan kebijakan nasional yaitu 
peraturan perundang-undangan, namun 
koordinasi dan sinergi antar pemangku 
kepentingan (stakeholders) daerah, baik 
dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar 
maupun dengan Pemerintah Provinsi Aceh 

masih perlu menjadi perhatian untuk 
ditingkatkan. Hal itu terlihat dari penjelasan 
pejabat Dinas Sosial Provinsi Aceh sebagai 
berikut: 

... yang kami ketahui, PT SBA di 
Lhoknga, telah melakukan program-
program kemasyarakatan, baik bi-
dang ekonomi, pendidikan, kese-
hatan, dan lainnya. Meskipun masih 
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terbatas di dua wilayah kecamatan 
terdekat, yaitu Kecamatan Lhoknga 
dan Kecamatan Leupung, dari 23 
kecamatan yang ada di Kabupaten 
Aceh Besar. Aspek kesejahteraan 
sosial/pelayanan sosial terhadap 
penyandang disabilitas, anak terlan-
tar, lanjut usia terlantar dan 
penyandang masalah kesejahteraan 
sosial lainnya belum terlihat jelas. 
Hal  itu antara lain disebabkan oleh 
masih relatif kurangnya koordinasi 
dengan Dinas Sosial Provinsi Aceh 
khususnya bidang pemberdayaan 
sosial. Kemudian, tentang kegiatan/ 
program pemberdayaan (pengem-
bangan) masyarakat yang dilakukan 
PT. SBA tidak ada laporan ke pihak 
Dinsos Provinsi Aceh. Disamping itu, 
koordinasi dengan Forum CSR baik 
di tingkat Provinsi Aceh dan dengan 
Forum CSR di wilayah kabu-
paten/kota juga relatif kurang. (SFW, 
11 Des. 2021). 

 
Informasi serupa disampaikan oleh 

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar 
sebagai berikut: 

 
... PT. SBA telah banyak melakukan 
program pemberdayaan dan pengem-
bangan masyarakat, khususnya 
bidang ekonomi, pendidikan, kese-
hatan, dan lingkungan. Memang 
masih terbatas di dua wilayah 
kecamatan terdekat, yaitu Kecamatan 
Lhoknga dan Kecamatan Leupung, 
dari 23 kecamatan yang ada di 
Kabupaten Aceh Besar. Aspek 
pelayanan sosial terhadap penyan-
dang disabilitas, anak terlantar, lanjut 
usia terlantar dan penyandang 
masalah kesejahteraan sosial lainnya 

belum secara jelas terlihat. Jadi, 
memang koordinasi antara PT. SBA 
dengan kami belum berjalan seperti 
harapan. Kemudian, laporan pelaksa-
naan program pengembangan masya-
rakat yang dilakukannya belum kami 
terima, tetapi langsung disampikan ke 
pihak Setda. (BHR, 11 Des. 2021). 

 
Sementara itu, Ketua Forum Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) Provinsi 
Aceh menyampaikan: 

 
Di tingkat Provinsi Aceh, forum 
BUMN namanya, bukan forum CSR 
Kesejahteraan Sosial. Saya senang 
bisa bertemu dan mendapat informasi 
seperti ini (CSR sektor Sosial) agar 
warga kategori kurang/tidak berun-
tung, seperti: disablitas, keluarga 
tidak mampu dan lain-lainnya prio-
ritas mendapat perhatian dan ini bisa 
menjadi titik perbaikan ke depan. 
(HRY, 11 Des. 2021). 

 
Penjelasan para pemangku kepenting-

an tersebut secara jelas menunjukkan bahwa 
masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkat-
kan terkait upaya pengembangan dan/atau 
pemberdayaan masyarakat khususnya 
masyarakat kelompok rentan yang berada di 
sekitar PT. SBA.  

 
D. PENUTUP  

Dari pembahasan seperti dikemu-
kakan disimpulkan bahwa PT. SBA melalui 
program CSRnya telah melakukan upaya 
pengembangan dan atau pemberdayaan 
masyarakat sekitarnya sejalan kebijakan 
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nasional melalui peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Program CSR PT. 
SBA tersebut berupa: pengembangan 
sumberdaya manusia melalui pendidikan 
formal dan nonformal, peningkatan ekono-
mi masyarakat melalui kepesertaan bantuan 
finansial untuk peningkatan pendapatan 
masyarakat, peningkatan aspek kesehatan 
keluarga khususnya ibu dan anak, dan di 
masa pandemi Covid-19 mendukung penuh 
kebijakan pemerintah dalam pencegahan 
mewabahnya virus Covid-19, serta bantuan 
langsung khususnya pada kegiatan sosial 
keagamaan (charity philanthropy), sung-
guhpun pelayanan sosial terhadap kelompok 
kurang beruntung (disavantages) seperti: 
anak terlantar, lanjut usia terlantar, 
penyandang disabilitas dan lainnya belum 
terlihat secara jelas karena masih minimnya 
koordinasi dengan institusi sosial daerah. 
Masyarakat sekitar PT. SBA yang telah 
merasakan manfaat program CSR PT. SBA 
tersebut adalah masyarakat yang tinggal di 
wilayah Kecamatan Lhoknga dan Keca-
matan Leupung.  

Untuk itu disarankan, Pemerintah 
Pusat perlu meningkatkan sosialisasi kebi-
jakan tanggung jawab sosial dan lingkungan 
Dunia Usaha terhadap para pihak terkait 
baik pusat maupun daerah (provinsi/ 
kabupaten/kota) melalui berbagai metode 
dan pendekatan sesuai dinamika saat ini. 
Kemudian, Pemerintah Daerah perlu me-
ningkatkan sinergi dan kolaborasi antar para 
pemangku kepentingan di daerah, yaitu 

Pemerintah Provinsi Aceh, Pemerintah 
Kabupaten Aceh Besar, dan Dunia Usaha. 
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Abstrak 
 

Perlindungan sosial merupakan salah satu faktor penting yang dijalankan untuk 
mengentaskan kemiskinan, memajukan kesejahteraan, dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Upaya perlindungan sosial juga dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan 
Jaminan Sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang tidak hanya berfokus pada 
pemberian bantuan uang, namun juga upaya peningkatan pengetahuan dan kapasitas 
masyarakat terkait pentingnya pendidikan, kesehatan, pengelolaan keuangan, dan pemberian 
layanan kepada lansia dan penyandang disabilitas melalui kegiatan Pertemuan Peningkatan 
Kemampuan Keluarga (P2K2). Penulis melakukan studi dan penelitian tentang manfaat 
P2K2 di Kota Batu, Malang, Jawa Timur kepada 35 penerima PKH. Metode penulisan dalam 
karya ilmiah ini menggunakan hasil survei evaluasi terpadu dan studi literatur atau kajian 
pustaka. Dari hasil survei pengisian instrumen atau kuesioner dapat disimpulkan bahwa 
pelaksanaan P2K2 di Kota Batu, Malang menunjukan mayoritas KPM PKH telah paham dan 
juga mengimplementasikan materi pada modul-modul P2K2 dalam kehidupan sehari-hari 
mereka, sehingga berdampak pada perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. 
 
Kata kunci: Perlindungan sosial, peningkatan pengetahuan dan kapasitas, perubahan 
perilaku 
 

Abstract 
 

Social protection is one of the important factors implemented to eradicate poverty, promote 
prosperity and enrich the life of a nation. Social protection efforts are also implemented by 
the Directorate General of Social Security Protection through the Family Hope 
Program/Cash-conditional transfer (PKH) which not only focuses on providing monetary 
assistance, but also efforts to increase community knowledge and capacity regarding the 
importance of education, health, financial management, and providing services to the 
elderly and people with disabilities through Family Development Session (P2K2). The 
author conducted a study and research on the benefits of P2K2 in Batu City, Malang, East 
Java for 35 PKH recipients. The writing method in this scientific work uses the results of an 
integrated evaluation survey and literature study. From the results of completing the survey 
through an integrated evaluation questionnaire, it can be concluded that the implementation 
of P2K2 in Batu City, Malang shows that the majority of PKH KPM have understood and 
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also implemented the material in the P2K2 modules in their daily lives, thus having an 
impact on changing behavior in a more positive direction. 
 
Key words: Social protection, increasing knowledge and capacity, behavior change. 
 
 
A. PENDAHULUAN 

Undang-Undang Dasar Negara Re-
publik Indonesia Tahun 1945 memberikan 
amanat pada pelaksanaan pembangunan 
nasional dalam rangka mencapai tujuan 
bernegara untuk “... melindungi segenap 
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah da-
rah Indonesia dan untuk memajukan kese-
jahteraan umum, mencerdaskan kehidupan 
bangsa...” Dalam amanat tersebut, mencer-
daskan kehidupan bangsa merupakan arahan 
yang sejajar dan sama pentingnya dengan 
arahan untuk memajukan kesejahteraan 
umum. Sepenggal amanat dalam Undang-
Undang Dasar tersebut memberikan pesan 
kepada pelaksana pembangunan Negara 
Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan 
sosial tidak hanya dengan upaya pemberian 
bantuan secara materiil semata, namun juga 
pemupukan kecerdasan demi kehidupan 
tiap-tiap masyarakat yang adil, unggul, 
berpendidikan, mampu meningkatkan 
kualitas hidupnya hingga nantinya juga 
mampu berdaya saing demi kehidupan yang 
lebih baik. 

Sumber daya manusia yang berkua-
litas dan berdaya saing juga tidak terlepas 
sebagai harapan yang ingin dicapai dalam 
RPJPN 2005-2025 dan RPJMN 2020-2024. 
Pada sasaran rencana pembangunan jangka 

panjang dan menengah Negara Indonesia 
dijelaskan bahwa sumber daya manusia 
yang berkualitas dan berdaya saing adalah 
faktor pendukung yang penting dalam 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang 
mandiri, maju, adil, dan makmur melalui 
percepatan pembangunan di berbagai bi-
dang berdasarkan keunggulan kompetitif. 
Masyarakat yang sudah mampu mandiri, 
maju, adil, dan makmur dapat dicapai mela-
lui upaya peningkatan taraf kesejahteraan-
nya, kualitas dan kelangsungan hidupnya 
melalui penanganan yang ditangani secara 
tepat, terpadu, adaptif, komprehensif, dan 
berkelanjutan, sehingga masyarakat dapat 
terbebas dari permasalahan hidup yang 
membelenggu, khususnya dalam pemenuh-
an kebutuhan dasar yang masih minim yang 
mengakibatkan masyarakat terperangkap 
dalam kemiskinan. 

Kemiskinan telah menjadi masalah 
yang lumrah dialami oleh seluruh warga 
dunia (Rahmawati, et al., 2017: 161). Dalam 
proses pembangunan nasional, khususnya 
untuk pengentasan kemiskinan untuk 
memajukan kesejahteraan umum dan men-
cerdaskan kehidupan bangsa, perlindungan 
sosial menjadi sebuah aspek penting yang 
tidak bisa dipisahkan. Setiap masalah dalam 
masyarakat harus diselesaikan secara funda-
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mental, dan stabilkan fungsi sosial dengan 
baik (Fatimah, et al., 2019: 63). Perlin-
dungan sosial yang dilakukan dalam skema 
bantuan sosial maupun skema jaminan 
sosial merupakan upaya yang bertujuan 
untuk mencegah, mengurangi, dan mena-
ngani risiko dan tantangan sepanjang hayat 
(siklus hidup) dari guncangan dan keren-
tanan sosial yang bisa dihadapi semua warga 
negara. 

Upaya perlindungan sosial tersebut 
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal 
Perlindungan dan Jaminan Sosial dalam 
rangka menjalankan amanat dari Rencana 
Strategis Kementerian Sosial tahun 2020-
2024. Salah satu wujud nyata dari 
pelaksanaan perlindungan sosial yang 
dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perlin-
dungan dan Jaminan Sosial adalah melalui 
Program Keluarga Harapan (PKH). 
Pemerintah mencanangkan PKH dengan 
tujuan untuk meningkatkan taraf hidup 
keluarga penerima manfaat (KPM) PKH 
untuk tahun-tahun mendatang dan generasi 
penerus (Darmawan, et al., 2020: 160). PKH 
merupakan program bantuan tunai bersyarat 
yang menjadi turunan dari gagasan 
perlindungan sosial yang komprehensif dan 
adaptif bagi masyarakat miskin dan 
kelompok rentan. Masyarakat miskin dan 
kelompok rentan yang menerima bantuan 
PKH adalah mereka yang memiliki 
kondisionalitas sebagai ibu hamil, balita, 
anak usia sekolah, penyandang disabilitas 
berat, dan lanjut usia (lansia) yang 

menerima bantuan sosial dengan jumlah 
yang berbeda-beda disesuaikan dengan 
kondisionalitas yang mereka punya. PKH 
adalah program jaring pengaman sosial 
yang melindungi masyarakat miskin dari 
kemungkinan terjadinya kemiskinan turun 
temurun (Darmawan, et al., 2020: 161). 

Dilihat dari hasil monitoring dan 
evaluasi terpadu tahun 2022 yang dilak-
sanakan oleh Direktorat Jenderal Perlin-
dungan dan Jaminan Sosial di sembilan 
lokasi penelitian dengan total 180 responden 
penerima bantuan (KPM) PKH, bahwa pada 
indikator Terpenuhinya Kebutuhan dan Hak 
Dasar, terdapat 100% KPM PKH yang 
menerima bantuan sosial secara tepat waktu 
sesuai dengan tahapan waktu penyaluran, 
97,14% KPM PKH menerima haknya 
dengan tepat nilai sesuai jumlah bantuan 
yang seharusnya mereka terima, dan 100% 
KPM PKH telah tepat guna dalam meman-
faatkan bantuan PKH untuk dibelanjakan 
kebutuhan-kebutuhan pokok, seperti bahan 
pangan, kebutuhan pendidikan, kesehatan, 
dan aspek kesejahteraan sosial lainnya. 
Sebelumnya, pada tahun 2020, hasil dari 
penelitian oleh Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) 
kepada 324 responden KPM PKH yang 
dilakukan di 20 kabupaten/kota menunjukan 
bahwa mayoritas responden (79,94%) telah 
menggunakan bantuan PKH untuk membeli 
peralatan sekolah anak dan bahan pangan 
(67,28%), membeli pulsa/paket internet 
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(47,22%), dan membeli pakaian/sepatu 
(35,19%). 

Keberhasilan PKH tidak pula terlepas 
dari pelaksanaan Family Development Ses-
sion (FDS)/Pertemuan Peningkatan 
Kemampuan Keluarga (P2K2) sebagai 
proses belajar yang bertujuan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 
peserta PKH akan pentingnya pendidikan, 
kesehatan, dan pengelolaan keuangan yang 
baik dalam memperbaiki kualitas hidup 
keluarga di masa depan. P2K2 dibutuhkan 
karena penyebab kondisi sosial KPM PKH 
adalah rendahnya terhadap ekonomi, 
pendidikan, dan kesehatan (Umasugi, 2023: 
2). Hal ini karena skema bantuan sosial PKH 
tidak hanya untuk memberikan bantuan 
tunai bersyarat, tetapi juga merupakan 
skema untuk memberikan advokasi kepada 
keluarga yang sangat miskin agar hak-hak 
dasarnya dapat terpenuhi terutama dalam 
hal perlindungan anak khususnya di bidang 
kesejahatan dan pendidikan (Rahardjo, et 
al., 2020: 72). Peningkatan kualitas 
kesehatan dan pendidikan bagi keluarga 
miskin berpotensi mengangkat generasi 
mereka keluar dari permasalahan ekonomi 
yang mereka hadapi (Darmawan, et al., 
2020: 161). 

P2K2 disampaikan dalam pertemuan 
bulanan yang wajib dilakukan oleh Pendam-
ping terhadap KPM PKH yang menjadi 
dampingannya. Setelah mendapatkan P2K2, 
KPM PKH diharapkan dapat menjadi orang 
tua yang baik, mampu memahami perilaku 

anak serta pola pengasuhan yang tepat untuk 
anak, menyadari pentingnya kesehatan dan 
gizi yang seimbang bagi pertumbuhan anak, 
mendampingi anak dalam menjalankan 
pendidikannya agar bisa sukses di sekolah, 
memiliki kemampuan untuk menabung, 
mengelola keuangan keluarga hingga 
mampu berinovasi dalam membuat usaha 
tambahan demi penghasilan sampingan 
keluarga hingga untuk mengetahui terkait 
kebutuhan dan perawatan yang dibutuhkan 
lansia maupun penyandang disabilitas berat. 

Metode penelitian yang digunakan 
adalah literature review atau tinjauan 
pustaka. Literature review adalah kegiatan 
menganalisis dari suatu penelitian yang 
sedang dilakukan terhadap suatu topik 
khusus yang merupakan bagian dari bidang 
keilmuan. Isi dari literature review berupa 
penjelasan atau pembahasan tentang teori 
dari suatu temuan atau topik penelitian. 
Penelitian yang sebelumya sudah dilakukan 
dan sesuai dengan topik pada jurnal ini 
adalah penelitian dari Mohbir Umasugi 
dengan judul Implementasi Pertemuan 
Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) 
melalui Program Keluarga Harapan (PKH) 
di Kecamatan Pulau Hiri, 2023 dan dari 
Rahardjo, Budhi, Suryo Ediyono, dan Desy 
Kurnia Putri mengenai Implementasi 
Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui 
Family Development Session (FDS) pada 
Program Keluarga harapan (PKH), 2020. 

Kolaborasi antara bantuan sosial 
PKH sebagai hak para KPM dan pelaksana-
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an P2K2 sebagai timbal balik kewajiban dari 
KPM merupakan satu kesatuan yang saling 
mendukung satu sama lain demi keberha-
silan pencapaian tujuan perlindungan sosial 
itu sendiri. Bantuan sosial PKH dapat 
berkontribusi dalam memajukan kesejahte-
raan masyarakat dengan meningkatkan taraf 
kesejahteraannya, dimana di sisi lain, 
pelaksanaan P2K2 dapat berkontribusi 
dalam mencerdaskan bangsa dengan 
meningkatkan kualitas kehidupan masyara-
kat ke arah yang lebih baik sehingga mampu 
menjadi sumber daya manusia yang maju 
dan berdaya saing. Oleh karena itu, 
penelitian ini akan menjawab bagaimana 
efektivitas pelaksanaan P2K2 PKH dalam 
berkontribusi meningkatkan pengetahuan 
dan kesadaran peserta PKH akan pentingnya 
pendidikan, kesehatan, dan pengelolaan 
keuangan yang baik dalam memperbaiki 
kualitas hidup keluarga di masa depan 
khususnya di Kota Batu, Jawa Timur 
 
B. PERTEMUAN PENINGKATAN KE-
MAMPUAN KELUARGA (P2K2) 

Program Keluarga Harapan (PKH) 
adalah program bantuan tunai bersyarat 
yang diberikan kepada keluarga miskin, 
kelompok rentan, dan orang tidak mampu di 
Indonesia dengan target sebesar 10.000.000 
KPM. Perbedaan bantuan sosial PKH 
dengan program bantuan sosial lainnya 
adalah pada syarat atau kewajiban yang 
harus dijalankan oleh KPM PKH dalam 
rangka meningkatkan tanggung jawab dan 

peranan sosial bagi diri sendiri dan/atau 
untuk keluarga mereka, yakni melalui 
P2K2. Hal itu dikarenakan dalam jangka 
panjang, PKH diharapkan bukan hanya 
hadir untuk mengatasi kemiskinan, namun 
juga mampu memperbaiki kondisi pendidik-
an, kesehatan, keuangan, dan kesejahteraan 
sosial di dalam keluarga KPM PKH. 

P2K2 bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kesadaran KPM PKH akan 
pentingnya pendidikan, kesehatan, keuang-
an, dan kesejahteraan sosial serta mampu 
mengimplementasikannya di kehidupan 
sehari-hari demi memperbaiki dan mencip-
takan kualitas hidup keluarga. Oleh karena 
itu, penerima KPM PKH dibagi menjadi 
beberapa kondisionalitas/komponen yang 
mana membutuhkan sesi pembelajaran 
P2K2 dengan didukung oleh modul-modul 
utamanya, seperti Modul Kesehatan dan 
Gizi, Modul Pendidikan dan Pengasuhan 
Anak, Modul Pengelolaan Keuangan Kelu-
arga, Modul Perlindungan Anak, dan Modul 
Kesejahteraan Sosial yang dilakukan selama 
sebulan sekali oleh Pendamping PKH. 

Pelaksanaan P2K2 diharapkan dapat 
menciptakan KPM PKH yang memiliki 
kesadaran dan keterampilan untuk menjadi 
orang tua yang lebih baik, memahami 
perilaku anak, memahami cara anak usia 
dini belajar, membantu anak sukses di 
sekolah, sadar akan pentingnya gizi dan 
kesehatan ibu hamil, ibu menyusui, dan 
balita, serta mengetahui jenis-jenis penyakit 
pada anak dan kesehatan lingkungan. Selain 
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pada pengasuhan dan kesehatan, KPM PKH 
juga diajarkan keterampilan mengenai 
pengelolaan keuangan keluarga, cermat 
dalam meminjam dan menabung, cerdas 
memanfaatkan layanan Bank, hingga 
mampu memulai usaha. KPM PKH juga 
diperkenalkan dengan isu sensitif yang 
mungkin di berbagai daerah masih dianggap 
tabu, seperti cara pencegahan kekerasan 
terhadap anak serta pencegahan penelan-
taran dan eksploitasi anak. Bagi KPM PKH 
yang memiliki lansia atau penyandang 
disabilitas berat di dalam keluarganya juga 
diberikan pengetahuan dan keterampilan 
untuk meningkatkan kesejahteraan sosial 
lansia dan pelayanan yang tepat bagi 
disabilitas berat. 

 
1. Evaluasi Terpadu Program PKH di 
Kota Batu, Jawa Timur 

Pencapaian sasaran strategis yang 
menjadi bidang Direktorat Jenderal Perlin-
dungan dan Jaminan Sosial perlu ditindak-
lanjuti dengan pelaksanaan pengendalian, 
pemantauan, dan evaluasi sebagai serang-
kaian kegiatan yang dilakukan dalam men-
jamin program/kegiatan yang terlaksana 
telah dijalankan sesuai dengan rencana yang 
ditetapkan. 

Menurut Peraturan Pemerintah RI 
Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan, Pemantauan atau 
monitoring sendiri dilakukan untuk menga-
mati perkembangan pelaksanaan rencana 

pembangunan, mengidentifikasi serta meng-
antisipasi permasalahan yang timbul untuk 
dapat diambil tindakan sedini mungkin. 
Kemudian, untuk Evaluasi dilakukan seba-
gai serangkaian kegiatan untuk memban-
dingkan realisasi input, output, dan outcome 
terhadap rencana dan standar.  

Pelaksanaan pemantauan atau evalu-
asi terpadu ini dilakukan kepada 35 
responden KPM PKH di Kelurahan Nga-
glik, Kota Batu, Jawa Timur. Secara khusus, 
evaluasi terpadu yang dilakukan di Kota 
Batu adalah untuk melakukan pemetaan 
sudah sejauh mana bantuan sosial PKH 
disalurkan dan dirasakan manfaatnya dalam 
pemenuhan kebutuhan dan hak dasar mela-
lui bantuan tunai bersyarat, kemudian sudah 
sejauh mana peningkatan kemampuan sosial 
dalam menjalankan tanggung jawab dan 
peranan KPM PKH melalui kegiatan P2K2. 

Keberhasilan pemenuhan kebutuhan 
dan hak dasar secara besaran dilihat dari 
ketepatan jumlah bantuan yang diterima, 
waktu penyaluran bantuan yang tepat waktu, 
dan penggunaan bantuan dibelanjakan untuk 
apa. Peningkatan kemampuan sosial dalam 
menjalankan tanggung jawab dan peranan 
dilihat dari pemahaman, kesadaran, dan 
implementasi KPM PKH dari materi-materi 
pembelajaran kehidupan yang disampaikan 
pada kegiatan P2K2, mulai dari Kesehatan 
dan Gizi serta Pencegahan Stunting, Peng-
asuhan dan Pendidikan Anak, Perlindungan 
Anak, Pengelolaan Keuangan Keluarga dan 
Perencanaan Usaha, Pelayanan Kesejahte-
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raan Sosial kepada Lansia dan Penyandang 
Disabilitas Berat. 
 
2. Pelaksanaan P2K2 

PKH dalam jangka panjang bertujuan 
untuk memutus rantai kemiskinan antar 
generasi melalui perbaikan kondisi pendi-
dikan dan kesehatan dalam keluarga PKH. 
Sejak pertama kali PKH dilaksanakan pada 
tahun 2007, pembenahan atau perbaikan 
selalu dilakukan, salah satunya adalah de-
ngan menambah kegiatan atau intervensi 
terkait Family Development Session (FDS) 
atau Pertemuan Peningkatan Kemampuan 
Keluarga (P2K2) pada tahun 2015. 

P2K2 bertujuan untuk meningkatkan 
pengetahuan dan kesadaran peserta PHK 
tentang pentingnya pendidikan dan kesehat-
an dalam memperbaiki kualitas hidup 
keluarga di masa depan. P2K2 disampaikan 
dalam pertemuan bulanan yang wajib dila-
kukan oleh Pendamping terhadap KPM 
yang menjadi dampingannya.  

Tujuan dan fungsi P2K2 adalah 
meningkatkan pengetahuan, sikap, dan 
perilaku KPM terhadap kesehatan dan gizi 
ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita, 
meningkatkan pengetahuan, sikap, dan 
perilaku KPM untuk perbaikan kualitas 
pengasuhan dan pendidikan anak, mening-
katkan pengetahuan, sikap, dan perilaku 
KPM dalam pengelolaan keuangan keluar-
ga, meningkatkan literasi keuangan, peman-
faatan layanan bank, dan strategi membuka 
usaha, meningkatkan pengetahuan, sikap, 

dan perilaku KPM terhadap pencegahan 
kekerasan dan penelantaran anak, serta 
dalam dukungan keluarga terhadap kesejah-
teraan lansia dan perawaran disabilitas 
berat. Untuk mengoptimalkan proses pem-
belajaran, jumlah peserta yang menghadiri 
P2K2 tidak lebih dari 40 orang dalam satu 
pertemuan. 

Terdapat enam modul dalam pembe-
rian materi P2K2 yang meliputi topik me-
ngenai pendidikan, pengasuhan, ekonomi, 
kesehatan, dan perlindungan anak. Modul 
sebagai bahan pembelajaran dapat didukung 
pula dengan alat pembelajaran lain, seperti 
poster, flipchart, brosur, maupun buku 
pintar. 
 
3. Hasil P2K2 

Kegiatan P2K2 yang dilaksanakan di 
Kelurahan Ngaglik, Kota Batu, Jawa Timur 
dilaksanakan oleh Pendamping PKH kepada 
35 KPM dampingannya. Saat itu, selain 
melalukan evaluasi terpadu dengan mengisi 
instrumen terkait pertanyaan-pertanyaan 
mengenai manfaat dari program PKH dan 
kegiatan P2K2, peneliti berkesempatan 
mengikuti secara langsung sesi dari kegiatan 
P2K2 yang membahas tentang Modul 
Pengasuhan dan Perlindungan Anak. 

Dari hasil pemantauan secara lang-
sung, terlihat bahwa Pendamping PKH 
sangat terbuka, fleksibel atau tidak kaku 
dalam menyampaikan materi-materi P2K2. 
Pendamping juga menerapkan komunikasi 
dua arah sehingga KPM PKH juga turut 
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terlibat aktif dalam sesi belajar saat itu. 
Teknik yang diterapkan antara lain adalah 
dengan melempar kalimat-kalimat singkat 
sebagai opening/pembukaan oleh Pendam-
ping untuk kemudian dilanjutkan oleh KPM 
PKH dengan cerita-cerita nyata dalam 
kehidupan mereka yang menunjukan 
kemampuan, kesadaran, dan sampai sejauh 
mana mereka sudah mengimplementasikan 
hal-hal positif dalam pola pengasuhan dan 
perlindungan ke anak-anak mereka.  

Salah satunya adalah pembahasan 
tentang pencegahan kekerasan terhadap 
anak, dari hasil pemantauan diskusi secara 
langsung, sudah banyak KPM PKH yang 
memahami bahwa tindak kekerasan kepada 
anak sudah tidak terlalu relevan pada masa 
sekarang. Para KPM PKH yang mayoritas 
adalah ibu-ibu, menjelaskan bahwa ketika 
mereka menemukan tindak kenakalan pada 
anak-anaknya, mereka akan mencoba mem-
buka ruang diskusi bersama anak mereka 
untuk mengetahui apa yang menjadi 
penyebab anaknya melakukan perilaku-
perilaku tertentu. Jika sudah ditemukan 
penyebabnya, maka para ibu-ibu ini akan 
mencari solusi bersama suami mereka untuk 
menentukan respon terbaik apa yang bisa 
dilakukan untuk menyelesaikan permasa-
lahan pada anak-anak mereka. Hal ini 
menunjukan bahwa KPM PKH sudah 
meneladani tujuan pembelajaran yang sesu-
ai dengan Modul P2K2 terkait Perlindungan 
Anak dimana peserta diharapkan mampu 

melakukan pencegahan kekerasan dan per-
lakuan salah terhadap anak. 

Bukan hanya satu orang KPM PKH, 
melainkan beberapa KPM PKH yang saat 
pertemuan P2K2 berani menceritakan 
pengalaman di kehidupan sehari-harinya 
dalam mengasuh anak mereka di rumah. 
Sesi pertemuan pun tidak bersifat kaku dan 
penuh dengan komunikasi pembelajaran 
yang membosankan, namun juga diselingi 
oleh canda tawa/ice breaking, sehingga 
suasana pembalajaran menjadi lebih 
nyaman dan mudah diserap materinya oleh 
para KPM PKH.Dilihat dari hasil 
pengolahan data pengisian instrumen 
evaluasi terpadu terhadap 35 responden 
KPM PKH yang aktif mengikuti Kegiatan 
P2K2, didapatkan bahwa sebanyak 80% 
KPM PKH setuju sudah memahami dan 
mengimplementasikan Modul Kesehatan 
dan Gizi serta Perkembangan Anak dan 
Pencegahan Stunting, 71,43% setuju 
memahami dan sudah mengimplementasi-
kan Modul Pengasuhan dan Pendidikan 
Anak, 85,71% setuju sudah memahami dan 
mengimplementasikan Modul Perlindungan 
kepada Anak, 80% setuju sudah memahami 
dan mengimplementasikan Modul Pengelo-
laan Keuangan Keluarga dan Perencanaan 
Usaha, dan 74,29% sudah memahami 
pentingnya dan mampu memberikan pela-
yanan kepada anggota keluarga disabilitas 
dan/atau lanjut usia. 
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C. PENUTUP 
P2K2 sebagai ciri khas yang membe-

dakan PKH dengan bantuan sosial lainnya 
diberikan sebagai wujud perlindungan sosial 
dalam waktu jangka panjang, dimana 
masyarakat nantinya tidak hanya bergan-
tung pada bantuan dalam bentuk uang yang 
diberikan, namun juga perubahan perilaku 
yang kelak dapat memperbaiki kualitas 
hidup mereka sehingga mampu meningkat-
kan taraf kesejahteraannya.  

Pelaksanaan P2K2 juga selalu aktif 
dijalankan di Kota Batu, Malang, Jawa 
Timur selama satu bulan sekali kepada 35 
KPM dampingannya. Pelaksanaan P2K2 di 
Kota Batu, Malang disampaikan oleh 
Pendamping secara fleksibel dan tidak kaku 
dengan menerapkan komunikasi dua arah 
sehingga KPM turut terlibat aktif pada sesi 
P2K2 yang saat itu menjabarkan materi 
terkait Pengasuhan dan Perlindungan Anak. 

Selain menilai proses kegiatan P2K2 
memalui observasi langsung, peneliti dan 
tim juga menyebarkan instrumen yang dapat 
menilai kebermanfaatan P2K2 bagi KPM 
PKH. Dilihat dari hasil pengolahan data 
pengisian instrumen evaluasi terpadu terha-
dap 35 responden KPM PKH yang aktif 
mengikuti Kegiatan P2K2, didapatkan 
bahwa sebanyak 80% KPM PKH setuju 
sudah memahami dan mengimplementasi-
kan Modul Kesehatan dan Gizi serta 
Perkembangan Anak dan Pencegahan 
Stunting, 71,43% setuju memahami dan 
sudah mengimplementasikan Modul Penga-

suhan dan Pendidikan Anak, 85,71% setuju 
sudah memahami dan mengimplementasi-
kan Modul Perlindungan kepada Anak, 80% 
setuju sudah memahami dan mengimple-
mentasikan Modul Pengelolaan Keuangan 
Keluarga dan Perencanaan Usaha, dan 
74,29% sudah memahami pentingnya dan 
mampu memberikan pelayanan kepada 
anggota keluarga disabilitas dan/atau lanjut 
usia.  

Dari hasil pengolahan instrumen yang 
disebar di Kota Batu, Malang menunjukan 
bahwa mayoritas KPM PKH yang mela-
kukan P2K2 telah paham dan juga meng-
implementasikan materi pada modul-modul 
P2K2 dalam kehidupan sehari-hari mereka. 
Dari hasil tersebut, menunjukan bahwa 
P2K2 sudah berhasil berkontribusi dalam 
perubahan perilaku masyarakat khususnya 
KPM PKH. Perubahan perilaku yang 
berubah ke arah yang lebih positif nantinya 
diharapkan dapat mengubah kualitas hidup 
KPM PKH menjadi lebih baik lagi. 
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Abstrak 

 
Peran orang tua dalam melakukan pengasuhan terhadap anak dengan keluarga merupakan agen 
sosialisasi primer. Keberhasilan dalam mengasuh salah satunya ditentukan oleh pola asuh. 
Tulisan ini mengulas mengenai pola asuh untuk membentuk karakter positif pada anak yang 
harus diperhatikan oleh orang tua secara serius. Peran orang tua dalam pengasuhan anak 
dengan mempersiapkan dan merencanakan konsep parenting yang efektif dan berkualitas 
bagi anak-anaknya. Orang tua perlu memahami dan memperhatikan pentingnya pola asuh 
yang diterapkan pada anak, seperti pola asuh otoriter, permisif, demokratis, dan terabaikan 
sehingga orang tua dapat mengetahui dampak pola asuh yang diterapkan sesuai dengan 
kebutuhan anak. 
 
Kata Kunci: Peran, orang tua, dan pengasuhan. 
 

Abstract 
 

The role of parents in providing parenting styles for children and the family is the primary 
socialization agent. Success in parenting is determined by parenting style. Thus, this article 
reviews parenting patterns to form positive characters in children which parents must pay 
serious attention to. The role of parents in raising children is by preparing and planning 
effective and quality parenting concepts for their children. Parents need to understand and 
pay attention to the importance of parenting styles for children, such as authoritarian, 
permissive, democratic and neglected parenting styles so that parents can know the impact 
of the parenting patterns applied according to the child's needs. 
 
Keywords: Role, parents, parenting. 
 
 
A. PENDAHULUAN 

Keluarga merupakan satu hal terpen-
ting dalam pengasuhan anak karena anak 
dibesarkan dan dididik oleh keluarga. Orang 
tua merupakan cerminan yang bisa dilihat 
dan ditiru oleh anak-anaknya dalam keluar-
ga. Oleh karena itu, pengasuhan anak 

merupakan serangkaian kewajiban yang 
harus dilaksanakan oleh orang tua. Jika 
pengasuhan anak belum bisa dijalankan 
dengan baik dan benar maka kerap kali akan 
memunculkan masalah dan konflik, baik 
dalam diri anak itu sendiri maupun antara 

mailto:dmardiahkus@gmail.com


158  JURNAL PUSDIKLAT KESOS │ NOVEMBER 2023 │ EDISI 22 

anak dengan orang tuanya, serta terhadap 
lingkungannya. 

Keluarga adalah koloni terkecil di 
dalam masyarakat dan dari keluargalah akan 
tercipta pribadi-pribadi tertentu yang akan 
membaur dalam satu masyarakat yang 
mempengaruhi berbagai aspek perkembang-
an anak. Ada kalanya ini berlangsung 
melalui ucapan-ucapan, perintah-perintah 
yang diberikan secara langsung untuk 
menunjukkan apa yang seharusnya diperli-
hatkan atau dilakukan anak. Adakalanya 
orang tua bersikap atau bertindak sebagai 
patokan; sebagai contoh untuk ditiru dan apa 
yang ditiru akan meresap dalam diri anak. 
Setelah anak dewasa, perilaku yang ditiru  
dari orang tua menjadi kepribadian yang 
turut menentukan corak dan gambaran 
kepribadian anak.  

Orang tua merupakan seseorang yang 
mendampingi dan membimbing anak dalam 
beberapa tahap pertumbuhan, yaitu mulai 
dari merawat, melindungi, mendidik, meng-
arahkan dalam kehidupan baru anak, pada 
setiap tahapan perkembangannya untuk 
masa berikutnya. Kemudian pengasuhan 
merupakan tugas membimbing, memimpin, 
atau mengelola. 

Dalam Kamus Bahasa Indonesia 
mendidik adalah memelihara dan memberi 
latihan (ajaran, pimpinan) mengenai akhlak 
dan kecerdasan pikiran. Menurut Wijanarko 
(2005) mendidik adalah menyampaikan 
pengajaran, norma-norma dan nilia-nilai 
hidup, aturan, dan hukum. Menurut Ahmad 

(dalam Wijanarko, 2005) tafsir mendidik 
adalah serangkaian nyata usaha orang tua 
dalam menyelamatkan fitrah Islamiyah, 
pengembangkan potensi fikir anak, potensi 
rasa, karsa, kerja dan mengembangkan 
potensi sehat anak. 

Sesuai dengan pendapat Hurlock 
(1978) bahwa orang yang paling penting 
bagi anak adalah orang tua, guru, dan teman 
sebaya (peer group). Melalui merekalah 
anak mengenal sesuatu positif dan negative. 
Melalui belajar dan meniru apa yang 
dilihatnya, terutama adalah perilaku orang 
tua sebab keluarga merupakan salah satu 
pembentuk karakter anak. Pengasuhan 
keluarga sangat penting bagi perkembangan 
anak. Dengan demikian anak harus diasuh 
dengan hal-hal yang baik, yaitu mulai 
dengan mengenalkan agama, mengajarkan 
disiplin, berperilaku jujur, suka menolong, 
dan hal-hal yang positif harus diajarkan 
orang tua kepada anak sedini mungkin. Hal 
tersebut dilakukan agar tertanam atau 
terinternalisasikan dalam jiwa anak 
(Hurlock, 1978). 

Kesalahan dalam pengasuhan anak 
juga dapat membawa dampak ketika anak 
dewasa nanti. Seorang anak akan merasa 
trauma bila pengasuhan di keluarganya 
dilakukan dengan cara memaksa (koersif). 
Lain halnya jika anak selalu dipenuhi 
permintaannya oleh orang tua. Pola demi-
kian akan membuat anak menjadi pribadi 
yang manja. Oleh karena itu, orang tua harus 
bisa menerapkan pola pengasuhan yang 
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fleksibel namun tetap bisa menanamkan nilai 
positif kepada anak. 

Pola asuh orang tua terhadap anak 
berbeda-beda antara yang satu dengan yang 
lain, tetapi pada dasarnya terbagi menjadi 3 
kelompok, yaitu demokratis, permisif, dan 
otoriter. Wahyuningsih (2011), mengemu-
kakan “bahwa secara umum pola asuh 
tergambar dalam tiga bentuk, yaitu otoriter, 
permisif, dan demokratis. Pola asuh orang 
tua terhadap anak mempengaruhi pertum-
buhan dan perkembangan anak, termasuk 
hasil belajar atau prestasi anak”. Maka 
dalam melakukan interaksi, diperlukan 
kedekatan dan kearifan orang tua dengan 
anak sehingga terjadi hubungan yang saling 
mempengaruhi secara dinamis antara anak 
dan orang tua. 
 
B. POLA PENGASUHAN ANAK DA-
LAM KELUARGA 

Pola pengasuhan anak erat kaitannya 
dengan kemampuan suatu keluarga atau 
komunitas dalam hal memberikan perhatian, 
waktu dan dukungan untuk memenuhi 
kebutuhan fisik, mental dan sosial anak 
yang sedang dalam masa pertumbuhan. 
Orang tua yang berperan dalam melakukan 
pengasuhan yaitu ibu, ayah, dan atau 
seseorang yang berkewajiban membimbing 
melindungi anak. Orang tua merupakan 
seseorang yang mendampingi dan 
membimbing anak dalam beberapa tahap 
pertumbuhan, yaitu mulai dari merawat, 
melindungi, mendidik, mengarahkan dalam 

kehidupan baru anak dalam setiap tahapan 
perkembangannya untuk masa berikutnya. 

Kemudian pengasuhan merupakan 
tugas membimbing, memimpin, atau me-
ngelola. Menurut Darajat mengasuh anak 
artinya mendidik dan memelihara anak, 
mengurusi makan, minum, pakaian, dan 
keberhasilannya dalam periode pertama 
sampai dewasa. Pengasuhan atau disebut 
juga parenting adalah proses mendidik anak 
dari kelahiran hingga anak memasuki usia 
dewasa. Tugas ini umumnya dikerjakan oleh 
ibu dan ayah (orang tua biologis). Namun, 
jika orang tua secara bilogis tidak mampu 
melakukan pengasuhan, maka tugas tersebut 
dapat dilakukan oleh kerabat dekat terma-
suk kakak, nenek dan orang tua angkat, atau 
oleh institusi seperti panti asuhan (alter-
native care). Selanjutnya pengasuhan 
mencakup beragam aktivitas yang bertujuan 
agar anak dapat berkembang secara optimal 
dan dapat bertahan hidup dengan baik, bisa 
menerima dan diterima oleh lingkungannya. 

Bila pola pengasuhan anak tidak 
tepat, maka hal itu akan berdampak pada 
pola perilaku anak. Apalagi jika anak meniru 
perilaku orang-orang di luar rumah yang 
cenderung negatif, maka akan negatif pula 
perilaku anak. Pola pengasuhan yang intens 
akan membentuk jalinan hubungan kuat di 
antara orang yang diidentifikasi dan orang 
yang mengidentifikasi (anak dengan orang 
yang diidentifikasi dan orang yang 
mengidentifikasi  dengan anak; atau antara 
anak dengan orang yang membimbing dan 
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antara orang yang membimbing dengan 
anak). Dengan demikian, anak yang benar-
benar melakukan identifikasi cenderung 
mencari figur yang dapat diterima dan 
sesuai dengan proses pembentukan dirinya. 
Adapun mereka yang telah terbebas dari 
beban dan tekanan diri dan lingkungannya 
akan dengan mudah menjalankan proses 
identifikasi yang sesuai dengan kemampuan 
dan potensi dirinya. 

Pengasuhan anak menjadi tahap pen-
ting dalam membentuk karakter, moralitas, 
pengetahuan, keterampilan dan life skill 
yang memadai bagi anak. Oleh sebab itu, 
kerjasama agen sosialisasi baik keluarga, 
sekolah dan masyarakat menjadi solusi 
terbaik demi suksesnya masa depan anak. 
Khusus bagi keluarga, tugas dan tanggung 
jawab dalam mensukseskan pengasuhan 
anak sejak dini sangatlah besar, mengingat 
dari keluargalah sangat menentukan pola 
pikir, kebiasaan dan kemampuan memotret 
kehidupan dunia yang penuh kompetisi, 
aktualisasi dan dinamika. 

Pengasuhan anak merupakan sebuah 
proses interaksi yang terus menerus antara 
orang tua dengan anak yang bertujuan untuk 
mendorong pertumbuhan dan perkembang-
an anak secara optimal, baik secara fisik, 
mental maupun sosial. Dalam hal ini perlu 
diingat bahwa proses interaksi dan sosiali-
sasi tidak dapat dilepaskan dari setting sosial 
budaya tempat anak dibesarkan. 

Pola asuh orang tua merupakan ben-
tuk dan proses interaksi yang terjadi antar 

orang tua dan anak yang dapat memberi 
pengaruh terhadap perkembangan kepriba-
dian anak (Baumrind, 1991). Interaksi orang 
tua dalam suatu pembelajaran menentukan 
karakter anak nantinya. 

Pola pengasuhan anak secara garis 
besar terbagi menjadi tiga macam, yang di 
antaranya dapat dijelaskan pada bagian 
berikut. 

 
1. Pola Asuh Otoriter 

Pola asuh otoriter merupakan penga-
suhan yang dilakukan dengan cara memak-
sa, mengatur dan bersifat keras. Orang tua 
menuntut anaknya agar mengikuti semua 
kemauan dan perintahnya. Jika anak melang-
gar perintahnya berdampak pada konse-
kuensi hukuman atau sanksi. 

Pola asuh otoriter dapat memberikan 
dampak negatif pada perkembangan psiko-
logis anak. Anak kemudian cenderung tidak 
dapat mengendalikan diri dan emosi bila 
berinteraksi dengan orang lain. Bahkan 
tidak kreatif, tidak percaya diri dan tidak 
mandiri. Pola pengasuhan ini akan menye-
babkan anak menjadi stress, depresi dan 
trauma. Oleh karena itu, tipe pola asuh 
otoriter tidak dianjurkan. 
 
2. Pola Asuh Permisif 

Pola asuh permisif dilakukan dengan 
memberikan kebebasan terhadap anak. 
Anak bebas melakukan apapun sesuka 
hatinya. Sedangkan orang tua kurang peduli 
terhadap perkembangan anak. Pengasuhan 
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yang didapat anak cenderung di dapat dari 
lembaga formal atau sekolah. Pola asuh 
semacam ini dapat mengakibatkan anak 
menjadi egois karena orang tua cende-
rung memanjakan anak dengan materi. 
Keegoisan tersebut akan menjadi pengha-
lang hubungan antara sang anak dengan 
orang lain (Syafie, 2002). Pola pengasuhan 
anak yang seperti ini akan menghasilkan 
anak-anak yang kurang memiliki kompe-
tensi sosial karena adanya control diri yang 
kurang. 
 
3. Pola Asuh Demokratis 

Pola asuh ini, orang tua memberikan 
kebebasan serta bimbingan kepada anak. 
Anak dapat berkembang secara wajar dan 
mampu berhubungan secara harmonis 
dengan orang tuanya. Anak akan bersifat 
terbuka, bijaksana karena adanya komuni-
kasi dua arah. Sedangkan orang tua bersikap 
obyektif, perhatian dan memberikan do-
rongan positif kepada anaknya. Pola asuh 
demokratis ini mendorong anak menjadi 
mandiri, bisa mengatasi masalahnya, tidak 
tertekan, berperilaku baik terhadap ling-
kungan dan mampu berprestasi dengan baik. 
Pola pengasuhan ini dianjurkan bagi orang 
tua. 

 
C. FUNGSI KELUARGA DALAM ME-
NERAPKAN POLA PENGASUHAN 
ANAK 

Setiap keluarga memiliki makna 
tersendiri dan memainkan peran penting 

dalam kehidupan anak. Fungsi keluarga 
adalah ukuran dari bagaimana sebuah 
keluarga beroperasi sebagai unit dan 
bagaimana anggota keluarga berinteraksi 
satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya 
pengasuhan, konflik keluarga dan kualitas 
hubungan keluarga. Fungsi keluarga 
mempengaruhi kapasitas kesehatan dan 
kesejahteraan seluruh anggota keluarga 
(Families, 2010). Sementara menurut WHO 
fungsi keluarga terdiri dari (Ratnasari, 
2011): 

1. Fungsi Biologis meliputi: fungsi 
untuk meneruskan keturunan, meme-
lihara dan membesarkan anak, meme-
lihara dan merawat anggota keluarga, 
serta memenuhi kebutuhan gizi kelu-
arga 

2. Fungsi Psikologi meliputi: fungsi da-
lam memberikan kasih sayang dan 
rasa aman, memberikan perhatian di 
antara  anggota  keluarga, membina 
pendewasaan kepribadian anggota 
keluarga, serta memberikan identitas 
keluarga. 

3. Fungsi Sosialisasi meliputi: fungsi 
dalam membina sosialisasi pada anak, 
meneruskan nilai-nilai keluarga dan 
membina norma-norma tingkah laku 
sesuai dengan tingkat perkembangan 
anak. 

4. Fungsi Ekonomi meliputi: fungsi da-
lam mencari sumber-sumber pengha-
silan, mengatur dalam pengunaan 
penghasilan keluarga dalam rangka 
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memenuhi kebutuhan keluarga, serta 
menabung untuk memenuhi kebutuh-
an keluarga di masa mendatang. 

5. Fungsi Pendidikan meliputi: fungsi 
dalam mendidik anak sesuai dengan 
tingkatan perkembangannya, menye-
kolahkan anak agar memperoleh 
pengetahuan, keterampilan dan mem-
bentuk perilaku anak sesuai dengan 
bakat dan minat yang dimilikinya, 
serta mempersiapkan anak dalam 
mememuhi peranannya sebagai orang 
dewasa untuk kehidupan dewasa di 
masa yang akan datang 

 
D. PERAN ORANG TUA DALAM PEM-
BENTUKAN KARAKTER ANAK 

Istilah peranan yaitu bagian atau 
tugas yang memegang kekuasaan utama 
yang harus dilaksanakan. Peranan memiliki 
arti sebagai fungsi maupun kedudukan 
(status). Peranan dapat dikatakan sebagai 
perilaku atau lembaga yang mempunyai arti 
penting sebagai struktur sosial, yang dalam 
hal ini lebih mengacu pada penyesuaian 
daripada suatu yang terjadi. Peranan diar-
tikan pula sebagai sesuatu yang menjadi 
bagian atau yang memegang pimpinan 
terutama terhadap terjadinya sesuatu hal. 
Ada juga yang merumuskan lain, bahwa 
peranan berarti bagian yang dimainkan, 
tugas kewajiban pekerjaan. Selanjutnya 
bahwa peran berarti bagian yang harus 
dilakukan di dalam suatu kegiatan/ 
kedudukan. 

Dalam upaya pembentukan generasi 
yang memiliki kualitas iman dan taqwa serta 
akhlak yang terpuji, pendidikan karakter 
atau pendidikan akhlak sejak dini mutlak 
dibutuhkan. Sebab, seorang anak adalah 
generasi yang akan hidup di masa yang 
akan datang. Hitam dan putihnya generasi 
yang akan datang sangat ditentukan oleh 
kegigihan para orang tua dalam menanam-
kan karakter serta nilai-nilai/ajaran agama 
yang benar. 

Hal di atas bisa dipahami, mengingat 
sentuhan pendidikan pertama yang diterima 
oleh si anak adalah pendidikan yang berasal 
dari dalam keluarga, dalam hal ini kedua 
orang tua. Pendidikan yang dimaksud bisa 
dalam bentuk pendidikan formal seperti yang 
dilakukan di sekolah atau lembaga pendidik-
an dan juga bisa dalam bentuk pendidikan 
informal, yakni pendidikan dalam lingkung-
an keluarga, tentunya dengan metodologi 
yang tepat dan efektif, bisa berupa pembia-
saan, keteladanan, hikmah, nasihat-nasihat, 
pujian, peringatan serta perintah dan 
larangan yang dilakukan oleh orang tua. 

Peran, kewajiban dan tanggung jawab 
orang tua terhadap anaknya begitu banyak. 
Kewajiban dan tanggung jawab itu seku-
rang-kurangnya terangkum dalam tiga tugas 
pokok, antara lain: 

1. Tanggung jawab pendidikan dan 
pembinaan akidah; 

2. Tanggung jawab pendidikan dan 
pembinaan akhlak; 

3. Tanggung jawab pemeliharaan kese-
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hatan anak; 
4. Tanggung jawab pendidikan dan 

pembinaan intelektual. 
Tanggung jawab pendidikan yang 

perlu disadarkan dan dibina oleh kedua 
orang tua terhadap anak antara lain: 

1. Memelihara dan membesarkan anak, 
tanggung jawab ini merupakan do-
rongan alami untuk dilaksanakan 
karena si anak memerlukan makan, 
minum dan perawatan agar ia hidup 
secara berkelanjutan. 

2. Melindungi dan menjamin kesehatan-
nya, baik secara jasmani maupun ro-
haniah dari berbagai gangguan penya-
kit atau bahaya lingkungan yang dapat 
membahayakan dirinya. 

3. Mendidik dengan berbagai ilmu 
pengetahuan dan keterampilan yang 
berguna bagi kehidupannya kelak 
sehingga bila telah dewasa mampu 
berdiri sendiri dan membantu orang 
lain. 

4. Membahagiakan anak untuk dunia 
dan akhirat dengan memberinya pen-
didikan agama sesuai dengan ketentu-
an Allah SWT, sebagai tujuan akhir 
hidup. 
Berdasarkan keterangan diatas dapat 

disimpulkan bahwa tanggung jawab orang 
tua terhadap anak meliputi berbagai hal 
diantaranya membentuk pribadi seorang 
anak, bukan hanya tatanan fisik saja (mate-
ri), juga pada mental (rohani), moral, 
keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari. 

Adanya kesadaran akan tanggung 
jawab mendidik dan membina anak secara 
berkelanjutan perlu dikembangkan kepada 
setiap orang tua sehingga pendidikan yang 
dilakukan tidak lagi berdasarkan kebiasaan 
yang dilihat orang tua dari orang tuanya, 
tetapi telah disadari oleh teori-teori pendi-
dikan modern, sesuai dengan perkembangan 
zaman yang cenderung selalu berubah. 

Tugas utama keluarga bagi pendidikan 
anak ialah sebagai peletak dasar bagi pendi-
dikan akhlak dan pandangan hidup keaga-
maan. Sifat tabiat anak sebagian besar 
diambil dari kedua orang tuanya dan dari 
anggota keluarga yang lain. 
 
E. PENUTUP 

Pola pengasuhan anak erat kaitanya 
dengan kemampuan suatu keluarga atau 
komunitas dalam hal memberikan perhatian, 
waktu dan dukungan untuk memenuhi 
kebutuhan fisik, mental dan sosial anak yang 
sedang dalam masa pertumbuhan. Orang tua 
yang berperan dalam pengasuhan anak, 
yaitu ayah, ibu dan seseorang yang berkewa-
jiban untuk membimbing atau melindungi 
anak. Peran orang tua dalam mengasuh anak 
tampak dalam mendidik, merawat, melin-
dungi dan mengarahkan anak dalam setiap 
tahap perkembangan untuk masa berikutnya. 
Mengasuh anak merupakan pekerjaan utama 
orang tua. Orang tua merupakan cerminan 
yang bisa dilihat dan ditiru oleh anak-
anaknya dalam keluarga. Oleh karena itu, 
pengasuhan anak merupakan serangkaian 
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kewajiban yang harus dilaksanakan oleh 
orang tua. Jika pengasuhan anak dalam 
keluarga belum bisa dipenuhi secara baik 
dan benar, maka akan memunculkan masa-
lah dan konflik, baik di dalam diri anak itu 
sendiri maupun antara anak dengan orang 
tuanya, maupun terhadap lingkungannya. 

Keberhasilan sebuah bangsa tidak 
terlepas dari campur tangan keluarga. Kelu-
arga berperan untuk mengasuh anggota 
keluarganya (dalam hal ini anak-anak) untuk 
menjadi warga negara yang bermoral dan 
berakhlak mulia. Keluarga telah membuka 
pintu bagi masyarakat luas dan mengingat-
kan bahwa pengasuhan anak sejak usia dini 
sangat penting bagi masa depan seorang 
anak dan juga masa depan bangsa. Peran 
keluarga secara optimal dalam mengasuh 
anak juga secara tidak langsung menyiapkan 
calon-calon pemimpin bangsa masa depan 
yang akan membawa bangsa ini kepada 
bangsa yang bermartabat dan bermoral. 
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